
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P   U   T   U   S   A   N
Nomor :  61/G/2008 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  b iasa ,  

te lah  menja tuhkan  Putusan  dengan  per t imbangan-

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t ,  da lam perkara  anta ra  :  

- - - - -

IRWAN ZAERA,  S.E. ,  MM.,  Kewarganegaraan  :  Indones ia ,  

Peker j aan  :  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

bera lamat  di  Komp.  Jaka  Kencana  A/75,  

RT.002/RW.004,  Kelu rahan  Jaka  Set ia ,  

Kecamatan  Bekas i ,  Kota  Bekas i .  Dengan in i  

member i  kuasa  kepada   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1. RM.  PAHLEVI ,  S.H. ,  MBA; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. BOBY  ANDRI,  S.H. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

3. M.  WAHYUDI  S  LUBIS,  S.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat  dan  Asis ten  Advokat  

pada  Law Par tne rsh i p  RM. PAHLEVI ,  BOBY & 

ASSOCIATES,  berkan to r  d i     J l .  Taman 

Kemang  No.28 ,  Kemang,  Kebayoran  Baru ,  

Jakar ta  Sela tan ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  te r t angga l  8  Mei  2008,  untuk  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  PENGGUGAT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 1 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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M E L A W A N  :

MENTERI  PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,  yang  

berkedudukan  d i  J l .  Jendera l  Sudi rman  

Senayan,  Jakar t a  10270,  Dalam  hal  in i  

member ikan  kuasa   kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Dr .A .  PANGERANG MOENTA,  S.H. ,M.H. ,  

DFM ; - - - - -

2. MUSLIKH,  

S.H.  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3. WOLTER BEATUS SIRINGORINGO,  S.H.  ;  

- - - - - - - - - -

4. DADANG  GHANDI,  S.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. MUHAMMAD  RAVI I ,  S.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya    ada lah    pegawai  

Depar temen     Pendid i kan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia ,  berkedudukan  di  J l .  

Jendera l  Sudi rman,  Senayan,  Jakar ta  

Pusat ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Nomor  :  95/MPN/  HK/2008,  te r t angga l  4 

Ju l i  2008,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i   TERGUGAT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  61/PEN- DIS/2008 /PTUN-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JKT. ,  te r t angga l  1  Ju l i  2008   ten tang  penetapan  

pemer iksaan  perkara  in i  dengan acara  biasa ;  - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  61/PEN/2008/PTUN.JKT. ,  

te r t angga l  1  Ju l i  2008  ten tang  Penunjukkan  Susunan  

Maje l i s  Hakim ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  61/PEN-

HS/2008/PTUN- JKT,  te r t angga l  2  Ju l i  2008  ten tang  

Penetapan  Har i  Sidang   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  bukt i - bukt i  dan  berkas  perkara  

yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengarkan  kete rangan  para  p ihak  dan  

saks i - saks i  

d ipe rs i dangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

bahwa   Penggugat    te lah   mengajukan    gugatan  

kepada  Tergugat  dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  14  

Mei  2008,  yang  te l ah  di te r ima   dan  te rda f t a r  d i  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

pada  tangga l  14  Mei  2008  d i  bawah  Regis te r  Perkara  

Nomor  :  61/G/2008 /PTUN- JKT,  dan  te lah  dipe rba i k i  

da lam  s idang  Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  23  Ju l i  

2008,  te l ah  mengemukakan  alasan- alasan  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 3 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I .  Obyek Gugatan :

Bahwa  yang  diguga t  o leh  PENGGUGAT ada lah  Keputusan 

Menter i  Pendid ikan  Nasional  Republ ik  Indonesia  

Nomor  :  13018/A4.6 /KP  /2008 ,  Tanggal  17  Maret  2008  

Tentang  Hukuman  Dis ip l in  Berupa  Pembebasan  Dari  

Jabatan  atas  Nama I rwan Zaera ,  SE. ,  MM. - - - - - - - - - - -

I I .  Tenggang Waktu :

Bahwa Keputusan  Terguga t  aquo  pada  tangga l  17  Maret  

2008,  sedangkan  gugatan  in i  d ia j ukan  tangga l  14  Mei  

2008,  dengan  demik ian  gugatan  yang  d ia j ukan  masih  

da lam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  

sebaga imana  dia tu r  da lam Pasal  55 UU No.  5 Tahun  1986 

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

diubah  dengan  UU No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

atas  UU No.  5 Tahun 1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I .  Dasar  Gugatan Penggugat  :

1. Bahwa  Keputusan  Terguga t  aquo  te l ah  memenuhi  

syara t  sebaga i  suatu  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  sebaga imana  te lah  dia tu r  da lam  Pasal  1 

Angka 2 UU No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  sebaga imana  diubah  dengan   UU 

No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  UU No.  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,  ya i t u  :

Surat  Keputusan  Terguga t  aquo  dike lua rkan  oleh  

Tergugat  da lam kapas i t a snya  sebaga i  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  dengan  

demik ian  Tergugat  merupakan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  yang  melaksanakan  urusan  

pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Keputusan  Terguga t  ada lah  sura t  yang  

dike lua r kan  oleh  badan  atau  pejaba t  yang  

melaksanakan  urusan  Pemer in tahan  yang  ber l aku ,  

seh ingga  Keputusan  Tergugat  aquo  te l ah  memenuhi  

keten tuan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasal  1 

Angka 3 UU No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara   yang   sebaga imana   diubah  

dengan  UU  No.   9  Tahun 

2004  ten tang  Perubahan  atas  UU No.  5 Tahun 1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ya i t u ,  

bersi fa t  konkr i t ,  ind iv idua l  dan  f ina l :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1 . Bahwa  Keputusan  Terguga t  aquo  bers i fa t  

konkr i t ,  karena  nyata -   nyata  dibua t  dan  

di t anda tangan i  o leh  Terguga t ,  t i dak  

abst rak  te tap i  berwu jud  sura t  keputusan  

te r t u l i s  dan  secara  konkr i t  menegaskan  

ten tang  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

13018/A4 .6 /KP/2008 ,  Tangga l  17  Maret  2008  

ten tang  menja tuhkan  hukuman  d is i p l i n  

berupa  pembebasan  dar i  jaba tan  kepada  :

Nama :  I rwan  Zaera ,  SE. ,  MM.

NIP :  131759100

Pangkat /Go l .  Ruang :  Pembina  Tk I ,  IV /b

Jabatan :  Kepala  Bagian  Keuangan

Uni t  Ker ja : Sekre ta r i a t  Di rek to ra t  

Jendera l  Pendid i kan  

Nonfo rmal  dan In fo rma l ;

Halaman 5 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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2.2 . Bahwa  Keputusan  Terguga t  aquo  bers i fa t  

indiv idua l ,  karena  d i t u j u kan  langsung  

kepada  Penggugat ,  ya i t u  I rwan  Zaera ,  SE. ,  

MM; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2.3 . Bahwa  Keputusan  Terguga t  aquo  bers i fa t  

f ina l  karena  sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  

te rsebu t  sudah  t i dak  memer lukan  

perse tu j uan  dar i  ins tans i  la i nnya ,  

seh ingga  bers i f a t  dev in i t i f  dan  

menimbulkan  ak iba t  hukum;- - - - - - - - - - - -

3. Bahwa oleh  karena  Keputusan  Terguga t  aquo  te lah  

memenuhi  keten tuan  Pasal  1  angka  3  UU No.5  

Tahun  1986  sebaga imana  diubah  dengan   UU No.9  

Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  UU No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

dan  te lah  menimbulkan  ak iba t  hukum yang  te l ah  

merug ikan  kepent i ngan   Penggugat ,   maka 

gugatan    Penggugat   te rhadap  

sura t  Keputusan  Terguga t  aquo  te l ah  memenuhi  

keten tuan  Pasal  53  ayat  (1 )  UU No.5  Tahun  1986  

sebaga imana  diubah  dengan  UU No.9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  atas  UU No.  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Seseorang atau  badan hukum perdata  yang merasa  

kepent ingannya  dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  

ter tu l i s  kepada  pengadi lan  yang  berwenang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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ber is i  tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang disengketakan  i tu  dinyatakan  bata l  

atau  t idak  sah,  dengan  atau  tanpa  diser ta i  

tuntutan  gant i  rugi  dan/atau  rehabi l i t a s i ” .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa alasan  dan  dasar  hukum Penggugat  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - -

1. Bahwa Penggugat  ada lah  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

memi l i k i  masa ker j a  ± 20 tahun ,  dan se jak  7 Apr i l  

2006   d iangka t  sebaga i  Kepala  Bagian  Keuangan  

( jabatan  struktura l )  pada  Sekre ta r i a t  Di rek to ra t  

Jendera l   Pendid i kan  Luar  Sekolah  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  dengan  pangkat  Pembina  Tk.  I  

dan golongan  IV /  b;  - - - - - - - - -

2. Bahwa pada  tahun  2007,  da lam  rangka  meningka tkan  

k ine r j a  di  l i ngkungan  Sekre ta r i a t  Di rek to ra t  

Jendera l  Pendid i kan  Luar  Seko lah  (Setd i t j e n  PLS) ,  

Penggugat  diangka t  sebaga i  Pejaba t  Pembuat  

Komi tmen  ( jabatan  fungsional )  berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  No.  

708/A .A3 /  KU/2007  tangga l  2  Januar i  2007  ten tang  

Pengangkatan  Pejaba t  Perbendaharaan /  Pengelo la  

Keuangan  pada  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah  

Depdiknas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  sebe lum  dike lua rkannya  Keputusan  Tergugat  

aquo,  Penggugat  sebaga i  Kepala  Bagian  Keuangan  

( jabatan  struktura l )  seka l i gus  Pejaba t  Pembuat  

Komi tmen (PPK)  ( jabatan  fungsional )  pada Setd i t j e n  

PLS Depdiknas  t i dak  pernah  mendapat  tegoran  maupun 

melakukan  pe langgaran  dis i p l i n  

PNS;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4. Bahwa sek i t a r  bu lan  Oktober  tahun  2007  Penggugat  

te lah  se lesa i  menja lan i  pemer iksaan  o leh  

Inspek to ra t  Jendera l  atas  adanya  dugaan  

peny impangan  dalam Pengadaan  Barang  dan Jasa  Tahun  

2006  dan  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa,  pada  tangga l  18  Apr i l  2008  Penggugat  ada  

menandatangan i  tanda  te r ima  Sura t  Keputusan  aquo,  

ten tang  Hukuman  Dis ip l i n  Berupa  Pembebasan  Dar i  

Jabatan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  te rhadap  Poin  I  gugatan  in i  ada lah  bahwa 

Penggugat  membantah  keras  Sura t  Keputusan  Tergugat  

aquo  da lam  hal  but i r  menimbang  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

6.1 . Bahwa  Penggugat  membantah  

keras  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  dalam hal  

Menimbang  angka  1  huruf  a,  karena  Penggugat  

te lah  melaksanakan  tugas  fungs iona lnya  sebaga i  

Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  (PPK) ,  Penggugat  

te lah  menginga tkan ,  mengarahkan  Pani t i a  Le lang  

agar  se la l u  berpedoman  pada  keten tuan  dan  

prosedur  Paket  Pera tu ran  Perundang- undangan  

anta ra  la i n ,  Undang- Undang  No.17  tahun  2003  

ten tang  Keuangan  Negara ,  Undang- Undang  No.15  

tahun  2004 ten tang  Pemer iksaan  Penge lo l aan  dan  

Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara ,  dan  Keputusan  

Pres iden  No.  80  tahun  2003  ten tang  Pedoman 

Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  

Pemer in tah ,  dan  set i ap  Penggugat  akan  

menandatangan i  kont rak /SPMK,  Penggugat  

mensyara t kan  agar   d i l amp i r kan  ”Surat  

Disclaimer
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Pernyataan”  yang  di tanda tangan i  Ketua  Pani t i a  

Le lang  yang  menyatakan  bahwa dalam pe laksanaan  

proses  dan  prosedur  le l ang  t i dak  melanggar  

Keppres  No.  80  Tahun  2003  dan  bebas  dar i  KKN;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

6.2 . Bahwa  Penggugat  membantah  

keras  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  dalam hal  

Menimbang angka  1  huruf  b,  walaupun  Penggugat  

memi l i k i  kete rba tasan  wewenang  dan  waktu  

sebaga i  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  ( jabatan  

fungsional )   namun    Penggugat    te l ah  

bersungguh- sungguh  

melaksanakan  proses  dan  prosedur  pengadaan  

barang  dan  jasa  dalam  rangka  mencegah  

t imbu lnya  Kerug ian  Negara ,  d imana  sebe lum 

menandatangan i  dokumen  le l ang ,  Penggugat  

se la l u  melakukan  perba ikan  dokumen le l ang  bisa  

sampai  5 ( l ima ) ,  bahkan  sampai  7 ( tu j uh )  ka l i  

bo lak - bal i k  untuk  mengoreks i  dokumen  le l ang  

guna  menghindar i  te r j ad i n ya  kesa lahan  dalam 

proses  dan  prosedur  le l ang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.3 . Bahwa  Penggugat  membantah  

keras  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  dalam hal  

Menimbang  angka  1  huruf  c,  karena  sebe lum 

Penggugat  menandatangan i  Kont rak  Pengadaan  

Barang  dan  Jasa,  Penggugat  te lah  melaksanakan  

wewenang  dan  tanggung  jawab  sesua i  dengan  

KEPRES No.  80  Tahun  2003  anta ra  la i n ,  te l ah  

melakukan  Pengawasan  dan Pengenda l i an  te rhadap  

proses  dan  prosedur  pe laksanaan  le l ang  yang  

menjad i  tanggung  jawab  Pani t i a  Le lang .  Hal  in i  

te rbuk t i  sebaga imana  yang  te rcan tum  pada  
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Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  (BAP)  Tangga l  31 

Oktober  2007,  atas  nama I rwan  Zaera ,  SE. ,  MM. 

yang  bukt i  as l i n ya  ada pada Tergugat ;  -

6.4 . Bahwa  Penggugat  membantah  

keras  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  dalam hal  

Menimbang  angka  1  huruf  d,  karena  Penggugat  

te lah  menerapkan  pr ins i p  kehat i - hat i an  dan  

se la l u  ber t i ndak  cermat  da lam  penandatanganan  

Harga  Perk i r aan  Sendi r i  (HPS/OE) ,  sebaga imana  

Penggugat  je l askan  d i  bawah  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

a. Bahwa  Penggugat  se laku  Pejaba t  Pembuat  

Komi tmen  (PPK)  te l ah  menyetu ju i  dan  

melaksanakan  ins t r uks i  p impinan  (Sekre ta r i s  

Di rek to ra t  Jendera l )  agar  da lam 

pengh i t ungan  HPS menggunakan  tenaga  ah l i  

yang  kompeten  dar i  PUSAT GRAFIKA INDONESIA 

(PUSGRAFIN 

DEPDIKNAS); - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

b. Bahwa  atas  dasar  penun jukan  Sekre ta r i s  

Di t j en  PLS,  tenaga  ahl i  te rsebu t  melakukan  

perh i t ungan  bersama- sama  dengan  Pani t i a  

Le lang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Bahwa sete lah  dibahas  bersama- sama Pani t i a  

Le lang ,  Kemudian  Penggugat  menandatangan i  

HPS/OE;- - - - - - - - - - - - - -

6.5 . Bahwa  Penggugat  membantah  

keras  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  dalam hal  

Menimbang angka 1 huruf  e,  yang  mana Penggugat  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t i dak  pernah  mempers iapkan  send i r i  atau  

bersama- sama dengan  sa lah  seorang  pejaba t  d i  

l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah /Pend id i kan  Nonfo rmal  dan  In fo rma l  

(PNFI )  te rhadap  dokumen  le l ang  pengadaan  Lab  

Bahasa.  Dapat  Penggugat  je l askan  proses  dan  

prosedur  sebaga imana  dibawah  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Penyusunan  anggaran  Pengadaaan  Lab  bahasa  

di l aksanakan  bersama  oleh  Kepala  BPPLS-P 

(Ba la i  Pengembangan  Pendid i kan  Luar  Seko lah  

-  Pemuda)  dibawah  koord inas i  Kepala  Bagian  

Perencanaan,  bukan  wewenang 

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

b. Sete lah  Anggaran  dise tu j u i  DPR RI ,  maka 

di l akukan  rapa t  koord ina t i f  yang  dihad i r i  

o leh  unsur  Kepala  BP PLS- P dan semua Kepala  

Bagian ,  Rapat  te rsebu t  d ip imp in  o leh  

Sekre ta r i s  Di t j en  PLS;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

c . Sete lah  mendengarkan  per t imbangan  pendapat  

dar i  peser ta  rapa t  (5  pe jaba t  BPPLS-P) ,  

Sekre ta r i s  Di t j en  PLS  memutuskan  untuk  

segera  melaksanakan  proses  dan  prosedur  

pengadaan  Lab  bahasa;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Kepala  BPPLS-P  berdasarkan  kewenangannya  

mengangkat /  menetapkan  Pani t i a  Pengadaan  

Barang  dan  Jasa  pada  masing- masing  satuan  

ker ja ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Proses  dan  prosedur  pengadaan  Barang  dan  

Halaman 11 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa  harus  berdasarkan  Keppres  No.  80 Tahun  

2003  dan  harus  diumumkan,  disos ia l i s a s i k an  

pada  1 (sa tu )  ha laman besar  di  har ian  Media  

Indones ia ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Menetapkan  dalam  rapa t  untuk  menggunakan  1 

(sa tu )  set  spes i f i k a s i  produk ;

g. Proses  dan  prosedur  pengadaaannya  

di l aksanakan  dengan  le l ang  umum di  masing-

masing  satuan  ker j a  (BPPLS- P)  yang  

didahu lu i  dengan  tahapan  aanwajz ing  /  

pen je l asan  dokumen  le l ang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Keputusan  pemenang  le l ang  d i t e t apkan  oleh  

Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  d imas ing - masing  

BPPLS- P;  - - - - - - - - - - - - - -

6.6 . Bahwa  Penggugat  membantah  

keras  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  dalam hal  

Menimbang  angka  2,  dimana  Penggugat  te lah  

menandatangan i  dokumen  Pengadaan/  Kont rak  

sete lah  Penggugat  mengetahu i  bahwa  dokumen 

Pengadaan/Kon t rak  yang  dibua t / d i s usun  oleh  

Pani t i a  Le lang  sudah  benar  dan  sesua i  dengan  

maksud  Pasal  29  ayat  1  (sa tu )  dan  ayat  2 

(dua) ,  Pasa l  30,  Pasal  31  Kepres  No.  80  Tahun  

2003 ten tang  Pedoman Pengadaan  barang  dan Jasa  

Pemer in tah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.7 . Penggugat  membantah  keras  

Sura t  Keputusan  Terguga t  aquo  dalam  ha l  

Menimbang angka 3,  bahwa Penggugat  sebaga i  PNS 

yang  menjabat  Kepala  Bagian  Keuangan  seka l i gus  
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se laku  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  dalam 

melaksanakan  tugas  dan  fungs inya  sudah  

ber t i ndak  cermat ,  sudah  menerapkan  pr ins i p  

kehat i - hat i an ,  sudah  mengkla r i f i k a s i  set i ap  

in f o rmas i  yang  berka i t an  dengan  keg ia tan  

pengadaan  Barang  dan Jasa,  ser ta  kons is t en  dan  

penuh  tanggung  jawab  dengan  cara  sebaga i  

ber i ku t  mendiskus i kan  secara  in fo rma l ;  mela lu i  

d iskus i  pada rapa t  p impinan ;  dan mela lu i  Sura t  

Teguran  No.  46/E1.2 /KU/2007  tangga l  10  Apr i l  

2007;  - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa berdasarkan  bantahan  Penggugat  da lam Poin  I  

gugatan  in i  maka  te rbuk t i  bahwa  Penggugat  t i dak  

layak  untuk  mendapatkan  hukuman  dis i p l i n ,  karena  

Penggugat  se laku  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  dalam 

melaksanakan  tugas  dan  fungs inya  sudah  ber t i ndak  

cermat ,  sudah  menerapkan  pr ins i p  kehat i - hat i an ,  

ser ta  sudah  dengan  kons is t en  dan  penuh  tanggung  

jawab  melaksanakan  prosedur  pengadaan  barang  dan  

jasa  sesua i  keten tuan  hukum Keppres  No.  80  Tahun 

2003  ten tang  Pedoman  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  

Pemer in tah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

8. Bahwa  te rhadap  Poin  I I  gugatan  in i ,  Penggugat  

membantah  keras  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  

dalam  hal  Membaca  angka  1,  Sura t  Inspek tu r  

Jendera l  No.  187/B /WS.2008  tangga l  28  Pebruar i  

2008,  per iha l  Laporan  Hasi l  Rekons i l i a s i  

Pemer iksaan  Khusus  di  l i ngkungan  Di t j en  Pendid i kan  

Luar  Sekolah /D i t j e n  Pendid i kan  Nonfo rmal  dan  

In fo rma l  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  ha laman  6 

huru f  e,  yang  kami  kut i p  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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e.  Sdr .  I rwan  Zaera  ,  SE. ,  MM. NIP.  131759100,  

Pangkat  Pembina  Tingka t  I  (Go l .  IV /b ) ,  sebaga i  

Kepala  Bagian  Keuangan  Sekre ta r i a t  Di t j en  

PLS/PNFI  Depdiknas  dan sebaga i  Pejaba t  Pembuat  

Komi tmen  Tahun  2007,  d ikenakan  hukuman  

dis i p l i n  bera t  berupa  penurunan  pangkat  pada  

pangkat  yang  set i ngka t  leb ih  rendah  untuk  

pal i ng  lama  1  (sa tu )  Tahun;  sesua i  dengan  

Pasa l  6  ayat  (4 )  huru f  a,  PP nomor  30  Tahun  

1980,  namun karena  yang  bersangkutan  pernah  

melakukan  kesalahan  yang sama pada waktu  yang  

te lah  la lu  maka  terhadap  yang  bersangkutan  

dikenakan  hukuman  dis ip l i n  berat  berupa  

pembebasan dar i  jabatan;  sesuai  dengan Pasal  6  

ayat  (4 )  huruf  b,  PP  No.  30  Tahun  1980;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  in i  d iban tah  Penggugat  karena  Sura t  Keputusan  

Menter i  aquo  te l ah  ke l i r u ,  t i dak  re levan ,  dan 

sewenang- wenang,  karena  Penggugat  be lum dan  t i dak  

pernah  seka l i pun  melakukan  kesa lahan  yang  sama 

pada  waktu  la l u  seper t i  d inya takan  dalam  Sura t  

keputusan  Tergugat ,  ha l  in i  d ibuk t i k an  dengan  

te lah  dike lua rkannya  Surat  Penghent ian   Penyid ikan  

(SP  3)  No.  Pol .  S.Tap/06 .b /  I I I / 2 004 /P idkor  dan 

WCC tanggal  31  Maret  2004  tentang  Penghent ian  

Penyid ikan  atas  nama  I rwan  Zaera ,  SE.  ( ic .  

Penggugat) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  yang  

didasarkan  o leh  Sura t  Inspek to ra t    Jendera l  

Nomor  :   R.17/B /WS.2008  tangga l  4 Januar i  

2008  per iha l  Laporan  Hasi l  Pemer iksaan  Khusus  di  
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Lingkungan  Di t j en  Pendid i kan  Luar  Sekolah /D i t j e n  

Pendid i kan  Non  Formal  dan  In fo rma l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  te lah  salah  prosedur ,  karena  

seharusnya  laporan  has i l  Pemer iksaan  Khusus  dar i  

Inspek to ra t  Jendera l ,  t i dak  hanya  disampaikan  

kepada  Menter i  te tap i  juga  harus  d isampaikan  

kepada  Di rek tu r  Jendera l  sebaga i  atasan  langsung  

Penggugat  dan  waj ib  melaporkan  kepada  dan  Badan 

Pemer iksa  Keuangan,  karena  ha l  in i  te rka i t  dugaan  

mengenai  Kerug ian  Keuangan  Negara ,  seh ingga  

prosedur  sebenarnya  dan  seharusnya  yang  di l akukan  

berdasarkan  Pasal  9 ayat  (2 ) ,  Pasal  16 ayat  (3 )  UU 

No.  15  Tahun 2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelo laan  

dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  ada lah :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.1 . Bahwa  Inspek tu r  Jendera l  

harus  menyampaikan  Laporan  has i l  pemer i ksaan  

khusus  berupa  opin i / k es impu lan  sa ja  kepada  

atasan  langsung  Penggugat  ya i t u  Kuasa  Pengguna  

Anggaran  yang  dalam  hal  in i  d i j aba t  o leh  

Di rek tu r  Jendera l  Pendid i kan  Luar  Sekolah  

ser ta  kepada  Badan Pemer iksa  Keuangan; - - - - - - -

9.2 . Atas  dasar  laporan  Hasi l  

Pemer iksaan  Khusus  Inspek tu r  Jendera l  maka 

Kuasa  Pengguna  Anggaran /D i r ek t u r  Jendera l  

Pendid i kan  Luar  Seko lah  melakukan  pemer iksaan  

leb ih  lan ju t .  Karena  Kuasa  Pengguna  Anggaran  

leb ih  mengetahu i  mengenai   pe laksanaan  tugas  

sehar i - har i  dar i  Penggugat  aquo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.3 . Hasi l  dar i  pemer i ksaan  

yang  di l akukan  oleh  Kuasa  Pengguna  
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Anggaran /D i r j e n  Pendid i kan  Luar  Seko lah  waj ib  

di l apo rkan  kepada  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  

dan  dibe r i t a hukan  kepada  Badan  Pemer iksa  

Keuangan  (BPK)  se lambat - lambatnya  7  (Tu juh )  

har i  ker j a  sete lah  kerug ian  negara  dike tahu i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.4 . Dengan  demik ian  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l  membuat  dan  menetapkan  

Sura t  Keputusan  Menter i  aquo  yang  seharusnya  

berdasarkan  laporan  Di rek tu r  Jendera l  

Pendid i kan  Luar  Seko lah ,  bukan  atas  dasar  

Sura t  Hasi l  Pemer iksaan  Khusus  dar i  

Inspek to ra t  Jendera l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

10. Bahwa  dengan  demik ian  berdasarkan  kete rangan  

te rsebu t  d ia tas ,  maka Sura t  Inspek tu r  Jendera l  No.  

187/B /WS.2008  tangga l  22  Februar i  2008,  per iha l  

Laporan  Hasi l  Rekons i l i a s i  Pemer iksaan  Khusus  di  

l i ngkungan  Di t j en  Pendid i kan  Luar  Sekolah /D i t j e n  

Pendid i kan  Nonformal  dan  In fo rma l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  kepada  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  te lah  cacat  hukum sehingga  t idak  sah ,  

karena  Inspek to ra t  Jendera l  da lam  proses  dan  

prosedur  penyampaian  Laporan  Hasi l  Rekons i l i a s i  

Pemer iksaan  Khusus  in i   te l ah  mela lu i  prosedur  

yang salah ,  karena  perkara  in i  menyangkut  ten tang  

Kerug ian  Keuangan Negara ,  maka harus  sesua i  dengan  

Pasal  59 dan Pasal  60 UU No.  1 Tahun 2004  tentang  

Perbendaharaan  Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa dengan demik ian  secara  je l as  dan nyata  Sura t  

Keputusan  Tergugat  aquo  te lah  menyalah i  prosedur ,  

d imana  seharusnya  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  
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harus  berdasarkan  pada  Rekomendasi  Di rek tu r  

Jendera l  Pendid i kan  Luar  Seko lah  sebaga i  atasan  

langsung  Penggugat  dan  Rekomendasi  besarnya  

Kerug ian  Negara  yang  t imbu l  sete lah  diaud i t  o leh  

Badan  Pemer iksa  Keuangan  (BPK) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  seh ingga  dengan  demik ian  dike lua r kannya  

Sura t  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  13018/A4 .6 /KP  /2008 ,  

Tangga l  17  Maret  2008  Tentang  Hukuman  Dis ip l i n  

Berupa  Pembebasan  Dar i  Jabatan  atas  nama Penggugat  

( i c .  I rwan  Zaera ,  SE. ,  MM.)  harus  dinyatakan  bata l  

atau  t idak  sah,  karena  t i dak  memi l i k i  dasar  hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t  d ia tas  maka 

Keputusan  Tergugat  aquo  TELAH SESUAI dengan  Pasal  

53 ayat  (2 )  huruf  (a )  UU No.  5 Tahun 1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  te l ah  di rubah  

dengan  UU No.  9 Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  

UU  No.  5 Tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  

khususnya  karena  bertentangan  dengan Pasal  9 ayat  

(2 ) ,  Pasal  16  ayat  (3 )  UU No.  15  Tahun  2004  

tentang  Pemeriksaan  Pengelo laan  dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara  jo  Pasal  59 dan Pasal  60 UU No.  1 

Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  juga  nyata -

nyata  TELAH SESUAI dengan  Pasal  53 ayat  (2 )  huruf  

(b)  UU No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Halaman 17 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT
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Usaha  Negara  yang  te lah  di rubah  dengan  UU No.  9 

Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  UU No.  5  Tahun  

1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  khususnya  

karena  Sura t  Keputusan  Tergugat  aquo  ber ten tangan  

dengan  ASAS-ASAS  UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK 

khususnya  Asas  Kepast ian  Hukum,  Asas 

Profes iona l i t as  ser ta  Asas Tert ib  Penyelenggaraan  

Negara,  dimana  Tergugat  Tidak  Cermat  dan  Tidak  

Tel i t i  dalam  menerima  kebenaran  laporan  hasi l  

rekonsi l i as i  pemeriksaan  khusus  yang  di lakukan  

oleh  Inspektora t  Jendera l  terhadap  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  semenjak  dike lua r kannya  Keputusan  Tergugat  

aquo,  Penggugat  d ibebas tugaskan  sebaga i  Kepala  

Bagian  Keuangan  ( jaba tan  st ruk tu r a l )  dan  Pejaba t  

Pembuat  Komi tmen  ( jaba tan  fungs iona l )  d i  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  Seko lah  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ,  dan  saat  in i  

s ta tus  Penggugat  ada lah  sebaga i  s ta f f  d i  bag ian  

Keuangan  pada  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah  Depar temen Pendid i kan  Nasiona l ; - - - - - - - - - -

14. Bahwa pada  dasarnya ,  i s i  Sura t  Keputusan  Tergugat  

aquo,  hanya  mel ipu t i   ten tang  tugas  dan  wewenang 

Penggugat  sebaga i  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  

( j aba tan  fungs iona l ) ,  yang  pada  kenyataannya  

Penggugat  te l ah  menja lankan  tugas  dan  wewenang 

te rsebu t  sesua i  dengan  Keppres  No.  80  Tahun  2003,  

ha l  in i  je l as  t i dak  ada  re levans inya  dengan  

Penggugat  yang  “ dibebas  tugaskan ”  dar i  jaba tan  

st ruk tu r a l  sebaga i  Kepala  Bagian  Keuangan  pada  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  Seko lah  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
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15. Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  je l as -

je l as  t i dak  ada perbua tan  Penggugat  yang  merupakan  

pelanggaran  Pasal  2 huru f  g,  h,  j ,  x,  dan Pasa l  3  

ayat  (1 )  huru f  a dan b Pera tu ran  Pemer in tah  No.  30  

Tahun 

1980; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MOHON  PENUNDAAN  PELAKSANAAN  KEPUTUSAN  MENTERI 

PENDIDIKAN  NASIONAL  RI  Nomor:  13018/A4.6 /KP/2008 ,  

Tanggal  17 Maret  2008  .  

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  te l ah  di rug i kan  ba ik  

mori l  karena  harus  menanggung  malu  te rhadap  rekan-

rekan  ker janya  baik  di  l i ngkungan  Depdiknas  maupun di  

lua r  Depdiknas  ser ta  ke lua rga  dan  masyaraka t  d i  

l i ngkungan  sek i t a r  tempat  t i ngga l  Penggugat ,  juga  

Penggugat  d i rug i kan  secara  mater i l  karena  t i dak  lag i  

mempero leh  tun jangan  jaba tan ,  honor - honor  dar i  

pe laksanaan  keg ia tan     yang  seharusnya  menjad i  hak   

Penggugat ,  ser ta  apab i l a  Sura t  Keputusan  aquo  te tap  

di j a l ankan  oleh  Terguga t ,  agar  t i dak  te r j ad i  

kompleksi tas  hukum d ikemudian  har i  (ya i t u  apab i l a  

sete lah  perkara  aquo  ink rach t  dan  apab i l a  Sura t  

Keputusan  Tergugat  benar - benar  diba ta l kan ,  sementara  

jaba tan  sebaga i  Kepala  Bagian  Keuangan  Sekre ta r i a t  

Di rek to ra t  Jendera l  PLS/Nonfo rma l  dan  In fo rma l  te l ah  

di i s i  o leh  orang  la i n )  hal  in i  je l as - je l as  semakin  

su l i t  untuk  dipu l i h kan  kembal i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d ia tas  demi 

menegakkan  Keadi lan  dan Kepast ian  Hukum,  bersama  in i  

Penggugat  memohon kepada  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  yang  memer iksa  perkara  in i  untuk  
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MENUNDA pelaksanaan  Keputusan  Menter i  Pendidikan  

Nasional  RI  Nomor:  13018/A4.6 /KP/2008 ,  Tanggal  17 

Maret  2008 ,  Tentang  Hukuman  Dis ip l in  Berupa 

Pembebasan  Dari  Jabatan  atas  Nama I rwan  Zaera ,  SE. ,  

MM.,  sampai  ada  putusan  yang  berkekua tan  hukum 

te tap  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  mohon 

kepada  Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  untuk  member ikan  

putusan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan  Permohonan  Penundaan  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  Menunda  Pelaksanaan  

KEPUTUSAN MENTERI  PENDIDIKAN NASIONAL RI  Nomor:  

13018/A4 .6 /KP/  2008,  Tangga l  17  Maret  2008,  

Tentang  Hukuman  Dis ip l i n  Berupa  Pembebasan  Dar i  

Jabatan  atas  Nama I rwan  Zaera ,  SE. ,  MM.,  sampai  

adanya  Putusan  Pengadi l an  yang  berkekua tan  hukum 

te tap ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Bata l  atau  Tidak  Sah  te rhadap  Obyek  

Sengketa  berupa  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

13018/A4 .6 /KP/2008 ,  Tangga l  17  Maret  2008  Tentang  
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Menja tuhkan  Hukuman  Dis ip l i n  Berupa  Pembebasan  

dar i  Jabatan  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Nama :  I rwan  Zaera ,  SE. ,  MM.

b. NIP :  131759100

c. Pangkat /Go l .  Ruang :  Pembina  Tk I ,  IV /b

d. Jabatan :  Kepala  Bagian  Keuangan

e. Uni t  Ker ja : Sekre ta r i a t  Di rek to ra t  

Jendera l  Pendid i kan  

Nonfo rmal  dan In fo rma l ;

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  RI  untuk  mencabut  Keputusan  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l  RI    Nomor  :  

13018/A4 .6 /KP/2008 ,  Tangga l  17  Maret  2008  Tentang  

Menja tuhkan  Hukuman  Dis ip l i n  Berupa  Pembebasan  

dar i  Jabatan  atas  nama  I rwan  Zaera ,  SE. ,  MM.;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Mengembal i kan  Harkat  dan  Martaba t  ser ta  Kedudukan  

Penggugat  se laku  Kepala  Bagian  Keuangan  

Sekre ta r i a t  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Nonfo rmal  dan  In fo rma l  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara ;

Atau  apab i l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n  mohon 

untuk  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  ( ex  aequo  et  bono ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  pada  har i  s idang  yang  te l ah  di ten tukan ,  

untuk       Penggugat   datang   menghadap   kuasa  
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hukumnya   bernama              R.M PAHLEVI ,  S.H. ,  

MBA, BOBY ANDRI,  S.H. ,  dan M. WAHYUDI S.  LUBIS,  S.H. ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  8 Mei  2008  dan  

untuk  Tergugat  datang  menghadap  Kuasa  Hukumnya 

bernama DADANG GANDHI,  S.H.  dan MUHAMMAD RAVI I ,  S.H. ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

95/MPN/HK/2008 ,  te r t angga l  4 Ju l i  2008.  - -

bahwa  atas  Gugatan  Penggugat  te rsebu t  Pihak  

Tergugat  te lah  mengajukan  Jawabannya  pada  pers i dangan  

tangga l  11 Agustus2008 ,  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

DALAM EKSEPSI  :

1. Bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  semua dal i l -

da l i l  Penggugat ,  kecua l i  apa yang  diaku inya  secara  

tegas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Kewenangan Mengadi l i  (kompetensi  absolut )

a. Bahwa  yang  menjad i  obyek  gugatan  ada lah  

Keputusan Menter i  Pendid ikan  Nasional  Republ ik  

Indonesia  Nomor  :  13018/A4.6 /KP/2008  tanggal  

17  Maret  2008  tentang  penjatuhan  hukuman 

dis ip l i n  berupa pembebasan dar i  jabatan  kepada 

Penggugat  (Bukt i  T- 1)  didasarkan  atas  

pelanggaran  Pasa l  2  huru f  g,  h,  j  dan  x  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  

ten tang  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l .  

Keten tuan  Pasal  15  ayat  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  menyatakan  

dengan  tegas  bahwa  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  

di j a t uh i  sa lah  satu  jen i s  hukuman  d is i p l i n  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  6  ayat  (3 )  

dan ayat  (4 )  dapat  mengajukan  kebera tan  kepada  

Atasan  Pejaba t  yang  berwenang  menghukum.  
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Demik ian  juga  dalam  pen je lasannya  secara  

r i nc i    d i j e l a s kan    bahwa  “ Pegawai  Neger i  

Sip i l  yang 

di ja tuh i  hukuman  dis ip l i n  berhak  mengajukan  

keberatan  kepada atasan  Pejabat  yang berwenang 

menghukum apabi la  menurut  pendapatnya  hukuman 

dis ip l i n  yang di ja tuhkan  kepadanya  t idak  atau  

kurang  set impal ,  atau  pelanggaran  dis ip l i n  

yang menjadi  alasan  bagi  hukuman dis ip l i n  i tu  

t idak  atau  kurang benar” .  Sedangkan  penja tuhan  

hukuman  dis i p l i n  kepada  Penggugat  ada lah  

pembebasan  dar i  jaba tan  yang  dia tu r  pada  Pasal  

6 ayat  (4 )  huruf  b Peratu ran  Pemer in tah  Nomor  

30  Tahun  1980  ten tang  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l .  Berdasarkan  penje lasan  tersebut  bahwa 

permasalahan  yang  dihadapi  oleh  penggugat  

harus  ter leb ih  dahulu  menempuh upaya  banding  

adminis t ras i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Pasal  48  ayat  

(1 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

menyatakan  bahwa  “ Dalam hal  suatu  Badan atau  

Pejabat  Tata  Usaha Negara  diber i  wewenang oleh  

atau  berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan 

untuk  menyelesa ikan  secara  adminis t ra t i f  

sengketa  ta ta  usaha  negara  ter tentu ,  maka 

sengketa  ta ta  usaha  negara  tersebut  harus  

dise lesa ikan  melalu i  upaya  adminis t ras i  yang 

tersed ia” .  Kemudian  leb ih  lan ju t  da lam  ayat  

(2 )  nya  d i t egaskan  “ Pengadi lan  baru  berwenang  

Halaman 23 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT
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memeriksa ,  memutus dan menyelesaikan  sengketa  

ta ta  usaha  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam 

ayat  (1 )  j i ka  seluruh  upaya adminis t ra t i f  yang  

bersangkutan  te lah  digunakan”. -

c . Penggugat  sampai  saat  in i  be lum  mengajukan  

upaya  band ing  admin is t r a s i  sebaga imana  dia tu r  

da lam  Pasa l  15  ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  30  Tahun  1980  ten tang  Dis ip l i n  Pegawai  

Neger i  Sip i l ,  seh ingga  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan   yang    ber laku  

sebaga imana  diu ra i kan  

pada  huru f  a  dan  b  dia tas ,  Pengadi lan  Tata  

Usaha Negara  t idak  berwenang untuk  memeriksa,  

memutus dan menyelesa ikan   sengketa  tata  usaha 

negara  yang  dia jukan  oleh  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  penje lasan  pada  huru f  a,  b,  dan  c  

te rsebu t  d ia tas ,  yang  berwenang  member ikan  putusan  

yang  menguatkan  atau  membata lkan  obyek  sengketa  

ada lah  atasan  Tergugat  dan  bukan  wewenang  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berka i t an  dengan  pen je lasan  dan  fak ta  hukum  yang  

dikemukakan  d ia tas ,  Terguga t  mohon  dengan  hormat  

kepada  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  yang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  perkara  

in i  berkenan  untuk  member i  putusan  se la  :  

- - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  ekseps i  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  se lu ruh  dal i l -

da l i l  Penggugat ,  kecua l i  apa yang  diaku inya  secara  

tegas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  apa  yang  dikemukakan  dalam  ekseps i  mohon 

dianggap  masuk  dalam  pokok  

perkara  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

3. Bahwa  berdasarkan  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Nomor  13881/A2 .3 /KP /2008  Tangga l  7  Apr i l  

2006 (Bukt i  T- 2) ,  Penggugat  te l ah  d iangka t  sebaga i  

Kepala  Bagian  Keuangan pada Sekre ta r i a t  Di rek to ra t  

Jendera l  Pendid i kan  Nonformal  dan In fo rma l  (dahu lu  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  Seko lah)  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l .  Disamping  sebaga i  

Kepala  Bagian  Keuangan,  berdasarkan  Keputusan  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  Nomr  708/A .A3 /KU/2007  

tangga l  2  Januar i  2007  ten tang  Pengangkatan  

Pejaba t  Perbendaharaan /Penge lo l a  Keuangan  pada  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Nonformal  dan  

In fo rma l .  (Bukt i  T- 3) ,  Penggugat  diangka t  sebaga i  

Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  d i l i n gkungan  Di rek to ra t  

Jendera l  Pendid i kan  Nonformal  dan  In fo rma l  

Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  sebaga i  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen,  sesua i  

dengan Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  

8  Tahun  2006  ten tang  Perubagan  Keempat  atas  

Keputusan  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  80 

Tahun  2003  ten tang  Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan  
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Barang/Jasa  Pemer in tah ,  sudah  sepatu tnya  Penggugat  

melaksanakan  Tugas  dan  Tanggung  Jawab ser ta  t i dak  

melakukan  perbua tan  yang  d i l a rang  sebaga imana  

dia tu r  da lam Pasa l  9  ayat  (5 )  Pera tu ran  Pres iden  

Republ i k  Indones ia  Nomor  8  Tahun  2006  yang  

menyatakan  :  “ Pejabat  Pembuat  Komitmen bertanggung 

jawab dar i  segi  adminis t ras i ,  f is i k ,  keuangan dan 

fungsional  atas  pengadaan  barang/ jasa  yang 

di laksanakannya”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Namun kenyataannya  Penggugat  melakukan  perbua tan  

yang  ber ten tangan  sebaga imana  yang  d ia tu r  da lam 

Pasa l  9  ayat  (5 )  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  

Indones ia  Nomor  8  Tahun  2006,  ha l  in i  d idasarkan  

pada  laporan  masyaraka t  dan  permin taan  Komis i  X 

DPR-RI  yang  di tu j u kan  kepada  

Tergugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa untuk  menindak lan j u t i  laporan  masyaraka t  dan  

permin taan  Komis i  X DPR-RI  Tergugat  memer in tahkan  

kepada  Inspek tu r  Jendera l  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l  untuk  melakukan  Pemer iksaan  Khusus  

(R iksus ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Dar i  has i l  Pemer iksaan  Khusus  (R iksus )  te r sebu t ,  

d ipe ro l eh  fak ta  bahwa  pengaduan  masyaraka t  dan  

permin taan  Komis i  X DPR-RI  te rbuk t i  benar ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

a. Pengadaan  Pencetakan  I j asah  dan  Surat  

Keterangan Hasi l  Uj ian  Nasional  :

1) Ni la i  kont rak  sebesar  Rp.1 .376 .847 .000 , -  

(sa tu  mi lya r  t i ga  ra tus  tu j uh  puluh  enam 

ju ta  de lapan  ra tus  empat  pu luh  tu juh  

rup iah )  d imenangkan  oleh  PT.  Stacopa  Raya 
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sesua i  dengan  Sura t  Nomor  :  

356/LK/KPB/Sekr t / 2007  tangga l  7  Agustus  

2007,  sete lah  di l akukan  aud i t  o leh  Tim 

Audi t  Inspek to ra t  Jendera l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  n i l a i  kont rak  pengadaan  

te rnya ta  hanya  Rp.850.405 .500 , -  (de lapan  

ra tus  l ima  puluh  ju t a  empat  ra tus  l ima  r i bu  

l ima  ra tus  rup iah ) .  Jumlah  ni l a i  kont rak  

yang  di te t apkan  Penggugat  sebaga i  Pejaba t  

Pembuat  Komi tmen  di t emukan  ni la i  kemahalan  

sebesar  Rp.526.441 .500 , -  ( l ima  ra tus  dua 

puluh  enam ju ta  empat  ra tus  empat  pu luh  

satu  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) Ni la i  kont rak  sebesar  Rp.1 .528 .477 .335 , -  

(sa tu  mi lya r  l ima  ra tus  dua  puluh  delapan  

ju t a  empat  ra tus  tu j uh  puluh  tu j uh  r ibu  

t i ga  ra tus  t i ga  puluh  l ima  rup iah ) ,  

d imenangkan  oleh  PT.  Sandipa la  Ar thapu t ra  

sesua i  dengan  Sura t  Nomor  :  

358/LK/KPB/Sekr t / 2007  tangga l  7  Agustus  

2007,  sete lah  di l akukan  aud i t  o leh  Tim 

Audi t  Inspek to ra t  Jendera l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  n i l a i  kont rak  pengadaan  

te rnya tan  hanya  sebesar  Rp.1 .016 .725 .500 , -  

( satu  mi lya r  enam belas  ju t a  tu j uh  ra tus  

dua  puluh  l ima  r ibu  l ima  ra tus  rup iah ) .  

Jumlah  ni l a i  kont rak  yang  di te t apkan  

Penggugat  sebaga i  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  

di t emukan  ni la i  kemahalan  sebesar  

Rp.511.751 .835 , -  ( l ima  ra tus  sebe las  ju ta  

tu juh  ra tus  l ima  puluh  satu  r i bu  delapan  

ra tus  t i ga  puluh  l ima  

rup iah ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Pengadaan Buku

Ni la i  kont rak  sebesar  Rp.832.431 .600 , -  

(de lapan  ra tus  t i ga  pu luh  dua  ju ta  empat  

ra tus  t i ga  puluh  satu  r i bu  enam  ra tus  

rup iah ) ,  d imenangkan  oleh  PT.  Nyata  Graf i ka  

Media  sesua i  dengan  Sura t  Nomor  :  

352/LK/KPB/Sekr t / 2007  tangga l  7  Agustus  

2007,  sete lah  di l akukan  aud i t  o leh  Tim 

Audi t  Inspek to ra t  Jendera l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  n i l a i  kont rak  pengadaan  

te rnya ta  hanya  sebesar  Rp.757.451 .520 , -  

( tu j uh  ra tus  l ima  puluh  tu j uh  ju ta  empat  

ra tus  l ima  puluh  satu  r i bu  l ima  ra tus  dua  

puluh  rup iah ) .  Jumlah  ni l a i  kont rak  yang  

di t e t apkan  Penggugat  sebaga i  Pejaba t  

Pembuat  Komi tmen  di t emukan  ni la i  kemahalan  

sebesar  Rp.74.980 .080 , -  ( tu j uh  puluh  empat  

ju t a  sembi lan  ra tus  depa lan  pu luh  r ibu  

delapan  puluh  rup iah ) . - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Sebaga i  ak iba t  kecerobohan  Penggugat  

sebaga i  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  di  

l i ngkungan  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Nonfo rmal  dan  In fo rma l  da lam  pengadaan  

pengadaan  pencetakan  i j a sah ,  sura t  

kete rangan  has i l  u j i an  nas iona l  dan  

pengadaan  buku  sebaga imana  dimaksud  pada  

huru f  a  dan  b,  maka  Negara  d i rug i kan  

sebesar  Rp.1 .113 .173 .415 , -  (sa tu  mi lya r  

sera tus  t i ga  belas  ju t a  sera tus  tu j uh  puluh  

t i ga  r i bu  empat  ra tus  l ima  belas  rup iah ) .

6. Bahwa da l i l  Penggugat  pada  but i r  10  ada lah  but i r  

yang  mengada- ada  dan  t i dak  berdasarkan  

hukum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Penggugat  ada lah  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  pada  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Nonformal  dan  

In fo rma l  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  yang  

merupakan  sa lah  satu  jaba tan  dib i dang  

perbendaharaan /penge lo l a  keuangan  ( j aba tan  

fungs iona l )  d ibawah  tanggung jawab  kepemimpinan  

Tergugat ,  seh ingga  berbeda  halnya  ten tang  

pengatu ran  pemer iksaan ,  penge lo l aan ,  dan  tanggung  

jawab  keuangan  Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasa l  9 Undang- Undang  Nomor  15 Tahun  2004  ten tang  

Pemer iksaan ,  Pengelo laan  dan  Tanggung jawab  

Keuangan Negara . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pemer iksaan ,  Pengelo laan  dan  Tanggung jawab  

Keuangan  Negara  sebaga imana  yang  dimaksud  pada  

Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  adalah  

penggunaan  uang Negara  secara  kese lu ruhan  yang  ada  

di  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pembinaan  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i l i n gkungan  

ins tans i  pemer in tah  di l akukan  dengan  menggunakan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  ten tang  

Disp l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l .  Keten tuan  Pasa l  11 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  

menyatakan  pejaba t  yang  berwenang  menghukum dapat  

memer in tahkan  kepada  pejaba t  bawahannya  untuk  

memer iksa  Pegawai  Neger i  Sip i l  (PNS)  yang  disangka  

melakukan  pe langgaran  dis i p l i n .  Tergugat  

memer in tahkan  Inspek tu r  Jendera l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  untuk  melakukan  Pemer iksaan  

Khusus  di l i n g kungan  Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Nonfo rmal  dan  In fo rma l  Depdiknas .  Selan ju t nya  

Inspek tu r  Jendera l  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  

menugaskan  Tim Audi to r  dengan  Sura t  Tugas  Nomor  :  

132/R/ I t j e n / I X / 2007  tangga l  3  September  2007  
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(Bukt i       T- 4a) ,  Nomor  :  139/R/ I t j e n / I X / 2007  

tangga l  14  September  2007  (Bukt i  T- 4b) ,  Nomor  :  

150/R/ I t j e n /X / 2007  tangga l  5  Oktober  2007  (Bukt i  

T- 4c) ,  Nomor   :  154/R/ I t j e n /X / 2007  tangga l  23 

Oktober  2007  (Bukt i  T- 4d) ,  Nomor  :  

157/R/ I t j e n /X I / 2 007  tangga l  5 Nopember  2007 (Bukt i  

T- 4e)  melakukan  Pemer iksaan  Khusus  (R iksus )  untuk  

mencar i  kebenaran  atas  pengaduan  masyaraka t  dan  

permin taan  Komis i  X  DPR-

RI . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leb ih  lan ju t  Pasa l  1 angka  1 dan angka  6 dan Pasal  

4 ayat  (2 )  Keputusan  Menter i  Negara  Pendayagunaan  

Apara tu r  Negara  Nomor  :  19/1996  ten tang  Jabatan  

Fungs iona l  Audi to r  dan  Angka  Kred i t nya  menyatakan  

(Bukt i  T- 5)  :

a. Audi to r  ada lah  PNS yang  dibe r i  tugas ,  tanggung  

jawab,  wewenang  dan  hak  secara  penuh  oleh  

pejaba t  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  

pengawasan pada ins tans i  pemer in tah . - - - - -

b. Audit  (pemeriksaan)  ada lah  pengu j i an  atas  

keg ia tan  obyek  pemer iksaan  dengan  cara  

membandingkan  keadaan  yang  te r j ad i  dengan  

keadaan  yang  

seharusnya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Wewenang audi t o r  ada lah  meminta  kete rangan  yang  

waj ib  dibe r i k an  o leh  set i ap  orang  atau  ins tans i  

pemer in tah  sepan jang  t i dak  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedangkan  Pasal  3  Pera tu ran  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Nomor  12  Tahun  2005  ten tang  Organ isas i  
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dan  Tata  Ker ja  Inspek to ra t  Jendera l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l ,  d ia tu r  bahwa  fungs i  

Inspek to ra t  Jendera l  anta ra  la i n  “melaksanakan 

pengawasan kiner ja ,  keuangan dan pengawasan untuk  

tu juan  ter tentu  atas  petunjuk  Menter i  Pendidikan  

Nasional” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Keputusan  Menter i  Negara  Pendayagunaan  

Apara tu r  Negara  Nomor  :  19/1996  dan  Pera tu ran  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  Nomor  12  Tahun  2005  

te rsebu t ,  sangat  je l as  bahwa  aud i t o r  (pemer i ksa )  

di l i n g kungan  Inspek to ra t  Jendera l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  mempunya i  kewenangan  melakukan  

pemer iksaan  te rhadap  Penggugat .  Dengan  demik ian  

dal i l  Penggugat  pada  but i r  10,  yang  menyatakan  

has i l  Pemer iksaan  Khusus  (R iksus )  te rhadap  

Penggugat  ada lah  t i dak  sah,  merupakan  dal i l  yang  

mengada- ada  dan  t i dak  bera lasan  

hukum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  untuk  pengadaan  Majalah  Warta  Plus  te l ah  

te r j ad i  pemalsuan  dokumen  kont rak  dengan  cara  

menggant i  lampi ran  dokumen  sura t  penawaran  ca lon  

penyed ia  barang  PT.  Tiga  Serangka i  yang  seharusnya  

menang  d ida lam  pengadaan  te rsebu t ,  te tap i  

d inya takan  gugur  dan jus t r u  dimenangkan  o leh  ca lon  

penyed ia  barang  uru tan  ke l ima  ya i t u  PT.  Subur  

Mi t ra  Graf i s t ama  yang  member ikan  angka  penawaran  

yang  leb ih  t i ngg i  dar i  penawaran  PT.T iga  

Serangka i .  Dalam per i s t i wa  pengadaan  maja lah  Warta  

Plus  te rsebu t ,  Penggugat  te l ah  membiarkan  

te r j ad i nya  pembayaran  kepada  PT.  Subur  Mi t ra  

Graf i s t ama  yang  seharusnya  t i dak  layak  untuk  

menang  dalam  pengadaan  maja lah  Warta  Plus .  Yang 

dalam  hal  in i  d iaku i  send i r i  o leh  Penggugat  

dida lam  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  (BAP)  yang  
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di l akukan  oleh  Inspek to ra t  Jendera l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l ,  pada  BAP halaman  6 but i r  14,  

tangga l  1 Nopember  2007,  yang  pengakuannya  sebaga i  

ber i ku t  :  “saya  selaku  Kepala  Bagian  Keuangan dan  

Pejabat  ex- of f i c io  meminta  pengert i an  pengusaha  

melalu i  Ketua  Pani t i a  agar  pencairan  dana di tunda  

sampai  dengan  masalah  in i  

selesa i” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  te rhadap  permasa lahan  kerug ian  negara  

sebaga i  ak iba t  pengadaan  Maja lah  Warta  Plus ,  

se la i n  Penggugat  yang  te lah  dipe r i k sa  oleh  

Inspek to ra t  Jendera l  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l ,  juga  te lah  di l akukan  pemer iksaan  kepada  

beberapa  pegawi  neger i  s ip i l  d i l i n gkungan  

Di rek to ra t  Pendid i kan  Nonfo rmal  dan  In fo rma l  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  yang  anta ra  la i n  

Hari  Purwanto,  Jabatan  Pembantu  Pimpinan  pada 

Subbag Per lengkapan  Bagian  Umum dan I r .  Novarman,  

Jabatan  Kasubbag  Perlengkapan  pada  Bagian  Umum 

pada  Sekretar i a t  Direktora t  Jendera l  Pendid ikan  

Nonformal  dan In formal ,  dan dar i  hasi l  pemeriksaan  

terungkap  pengakuan bahwa Penggugat  selaku  Kepala  

Bagian  Keuangan dan Pejabat  Pembuat  Komitmen te lah  

membiarkan  ter j ad inya  penyimpangan  dalam  proses  

dan  prosedur   pengadaan  barang  dan  jasa  yang 

mengakibatkan  t imbulnya  kerugian  negara  (Bukt i  T- 6 

a  dan  T- 6 

b) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Demik ian  juga ,  Penggugat  da lam pengakuannya  dalam 

Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  pada  but i r  18  halaman  8 

te lah  la l a i  da lam  mengawasi  set i ap  proses  

pelaksanaan  le l ang  yang  sesua i  dengan  Keppres  
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Nomor  80  Tahun  2003  ten tang  Pedoman  Pengadaan  

Barang/Jasa  Pemer in tah .  Dalam  hal  in i  Penggugat  

menyatakan  “atas  dasar  surat  pernyataan  in i ,  ser ta  

langkah- langkah  yang  saya  ambi l  sebelumnya,  maka 

dengan  mengucapkan  Bismi l l ah i rohmanir roh im,  saya  

tandatangani  kontrak” .  Dengan  ucapan  te rsebu t ,  

Penggugat  menandatangan i  kont rak  pengadaan  barang  

dan  jasa  tahun  2007  hanya  didasarkan  atas  

kepercayaan  yang  di l akukan  oleh  pani t i a  le l ang ,  

tanpa  melakukan  pene l i t i a n  te r l eb i h  dahu lu  

te rhadap  dokumen le l ang . - - - - - -

9. Disamping  fak ta  hukum te rsebu t  pada  but i r  7 dan  8 

dia tas ,  juga  dapat  d ike tahu i  bahwa  perbua tan  

Penggugat  secara  sah  dan  meyak inkan  juga  te l ah  

melakukan  ke la l a i an  ser ta  melakukan  rekayasa  

khususnya  dalam  pengadaan  labora to r i um  bahasa  di  

Bala i  Pengembangan  Pendid i kan  Nonformal  dan  

In fo rma l  Regiona l  I I  Jaya  Gir i  Jawa Bara t  (BPNFI  

Regiona l  I I  Jawa  Bara t ) .  Rekayasa  yang  te l ah  

di l akukan  Penggugat  di l akukan  dengan  cara  membuat  

dan  meyiapkan  Rencana  Ker ja  dan  Syara t - syara t  

(RKS)  dan  se lu ruh  dokumen  le l ang  pengadaan  

labora to r i um  bahasa  te rsebu t ,  yang  seharusnya  

dibua t  dan  disusun  oleh  pejaba t  BPNFI  Regiona l  I I  

Jawa  Bara t  sesua i  dengan  bidang  tugasnya .  

Perbuatan  Penggugat  da lam  hal  in i  ber ten tangan  

dengan Keputusan  Pres iden  Republ i k  Indones ia  Nomor  

80  Tahun  2003  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  

Pengadaan  Barang /Jasa  Pemer in tah .  Hal  in i  dapat  

di l iha t  pada pernyataan  Benny Benyamin,  L,  Jabatan  

Kepala  Seksi  Program  pada  Bala i  Pengembangan 

Pendid ikan  Nonformal  dan Informal  Regional  I I  Jawa 

Barat  (dahulu  Bala i  Pengembangan Pendid ikan  Luar  

Sekolah  dan  Pemuda Regional  I I  Jawa  Barat )  dan 

Haryanto ,  Jabatan  Pelaksana  pada  Subbagian  Tata  
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Usaha Direktora t  Pembinaan  Kursus  dan Kelembagaan 

Direktora t  Jendera l  Pendid ikan  Nonformal  dan 

Informal  Departemen Pendid ikan  Nasional  (Bukt i  T-

7a  dan       T-

7b) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Terhadap  dal i l - da l i l  Penggugat  se leb ihnya  t i dak  

per lu  Tergugat  tanggap i ,  karena  te l ah  di tanggap i  

pada  dal i l - da l i l  Terguga t  

sebe lumnya. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Berdasarkan  pen je lasan  dan  fak ta - fak ta  hukum yang  

dikemukakan  Terguga t  pada  but i r  1  sampai  dengan  

but i r  9,  tampak  je l as  bahwa  Keputusan  Menter i  

Pendid ikan  Nasional  Republ ik  Indonesia  Nomor  :  

13018/A4.6 /KP/2008  tanggal  17  Maret  2008  tentang  

penja tuhan  hukuman dis ip l i n  berupa pembebasan dar i  

jabatan  kepada  Penggugat  te lah  memenuhi  syara t -

syara t  mater i i l  dan  fo rma l  sesua i  dengan  undang-

undang  kepegawaian  dan  pera tu ran  

pelaksanaannya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TANGGAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI 

PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13018/A4.6 /KP/2008  TANGGAL 

17  MARET 2008  TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN  

BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA PENGGUGAT 

Terhadap  permohonan  penundaan  penundaan  pe laksanaan  

obyek  sengketa  sangat  t i dak  bera lasan ,  karena  t i dak  

te rdapa t  unsur  yang  memenuhi  Pasa l  67  ayat  (4 )  huru f  

a  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  menyatakan  

bahwa  permohonan  penundaan  hanya  dapat  dikabulkan  

apabi la  terdapat  keadaan  yang  sangat  mendesak  yang 

mengakibatkan  kepent ingan  Penggugat  sangat  dirug ikan  

apabi la  keputusan  Tergugat  tersebut  te tap  
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di laksanakan.  Ter leb i h  lag i  t i dak  te rdapa t  keadaan  

yang  mendesak  yang  mengak iba tkan  kepent i ngan  

Penggugat  sangat  d i rug i kan .  Dengan  di te t apkannya  

Keputusan  Menter i  Pendid ikan  Nasional  Republ ik  

Indonesia  Nomor  :  13018/A4.6 /KP/  2008  tanggal  17 

Maret  2008  t i dak  mengak iba tkan  kepent i ngan  Penggugat  

di rug i kan ,  karena  keputusan  i t u  hanya  membebaskan  

Penggugat  dar i  jaba tan  st ruk tu r a l  ese lon  I I I  (Kepa la  

Bagian  Keuangan  pada  Sekre ta r i a t  Di rek to ra t  Jendera l  

Pendid i kan  Nonfo rmal  dan  In fo rma l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l )  dan  t i dak  mengurang i  hak  

Penggugat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l .  Per lu  

Tergugat  sampaikan  bahwa  sebenar  keputusan  obyek  

sengketa  a  quo  te l ah  di te t apkan  berdasarkan  

per t imbangan  bi j aksana  dan  sead i l - ad i l nya ,  menginga t  

Penggugat  juga  pernah  dikenakan  sanksi  yang sama oleh  

Tergugat  sewaktu  Penggugat  ber tugas  sebaga i  Kepala  

Bagian  Laporan  Pengawasan  I  pada  Sekre ta r i a t  

Inspek to ra t  Jendera l  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  

pada  tahun  2001,  dengan  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Nomor  :  73365/A2 .1 .5 /KP /2001  tangga l  19 Ju l i  

2001  ten tang  Pembebasan  Jabatan  Atas  Nama  I rwan  

Zaera ,  S.E.  (Bukt i  T-

8) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  dan  fak ta  hukum yang  dikemukakan  

dia tas ,  Tergugat  mohon  dengan  hormat  kepada  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

mengadi l i  dan  memutus  perkara  in i  berkenan  untuk  

memutuskan  :

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  

d i t e r ima . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  sega la  b iaya  
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yang  t imbu l  da lam  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  Pihak  

Penggugat  te l ah    mengajukan    Repl i k    pada  

pers i dangan   tangga l  19 Agustus  2008,  dan atas  Repl i k  

Penggugat  te rsebu t ,   p ihak  Tergugat  te l ah  mengajukan  

Dupl i k  pada  pers i dangan  tangga l  1  September  2008,  

se lengkapnya  Repl i k  dan  Dupl i k  te r sebu t  sebaga imana  

te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers idangan  

yang  merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam 

putusan  in i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatan ,  

Pihak  Penggugat  te l ah  mengajukan   bukt i   berupa  

fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  

dan  te l ah  disesua i kan  dengan  as l i nya ,  kecua l i  sura t  

bukt i  yang  t i dak  ada  as l i nya ,  ser ta  dibe r i  tanda  P- 1 

s/d   P- 20,  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Bukt i  P- 1 : Sura t  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

13018/A4 .6 /KP/2008 ,  tangga l  17  Maret  

2008  ten tang  Menja tuhkan  Hukuman 

Dis ip l i n  Berupa  Pembebasan  Dar i  

Jabatan  kepada  I rwan  Zaera ,  SE,  MM. 

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P- 2 : Sura t  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

708/A .A3 /KU/2007 ,  tangga l   2   Januar i  

2007   ten tang   Pengangkatan  Pejaba t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan /Penge lo l a  Keuangan  Pada 

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  

Tahun  Anggaran  2007.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P- 3 : Sura t  Pernya taan  Nomor  :  

89/E1.4 /LK /2007 ,  tangga l  26  Oktober  

2007  ten tang  Pernya taan  Ketua  Pani t i a  

Le lang  Dalam  Proses  Pele langan  

Peker j aan  Perce takan  dan  Pengi r iman  

Blanko  Sura t  Keterangan  Melek  Aksara  

(Sukma)  1  dan  Hasi l  Pembela ja ran  

Keaksaraan  Sekre ta r i a t  Pendid i kan  Luar  

Seko lah ,  Nomor  Kont rak  :  346/LK/KPBJ/  

SET/2007  tangga l  6  Agustus  2007.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P- 4 : Sura t  Pernya taan  Nomor  :  

/E1 .4 /LK /2007 ,  tangga l  29  Oktober  2007  

ten tang  Pernya taan  Ketua  Pani t i a  

Le lang  Dalam  Proses  Pele langan  

Peker j aan  Pengadaan  Cetak  Buku 

Kewarganegaraan  dan  I lmu  Pengetahuan  

Sosia l /  Modul  Paket  A Semester  1 dan  2 

(T ingka tan  3/Dera ja t  Terampi l  I /Se ta ra  

Kelas  VI I  SD/MTS)  Nomor  Kont rak  :  

400/LK/KPBJ/SET/2007  tangga l  3 

September  2007.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan 

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P- 5 : Sura t  Pernya taan  Nomor  :  

/E1 .4 /LK /2007 ,  tangga l  29  Oktober  2007  

Halaman 37 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ten tang  Pernya taan  Ketua  Pani t i a  

Le lang  Dalam  Proses  Pele langan  

Peker j aan  Pengadaan  Cetak  Buku 

Kewarganegaraan  dan  I lmu  Pengetahuan  

Sosia l /  Modul  Paket  A Semester  7 dan  8 

(T ingka tan  2/Dera ja t  Dasar  I /Se ta ra  

Kelas  IV  SD/MI)  Nomor  Kont rak  :  

402/LK/KPBJ/SET/2007  tangga l  31 

September  2007.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan 

as l i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P- 6 : Sura t  Pernya taan  Nomor  :  

66/E1.4 /LK /2007 ,  tangga l  2  Oktober  

2007  ten tang   Pernya taan  Ketua  Pani t i a  

Le lang  Dalam  Proses  Pele langan  

Peker j aan  Perce takan  Buku  Bahan  Ajar  

Paket  C pada  Sekre ta r i a t  Di t j en  PLS 

Nomor  Kont rak  :  352/LK/KPBJ/SET/2007  

tangga l  7  Agustus  2007.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P- 7 : Sura t  Teguran  Nomor  :  46/E1 .2 /KU/2007  

tangga l  10  Apr i l  2007  ten tang  Teguran  

Ter tu l i s  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  

(Penggugat )  kepada  Ketua  Pani t i a  

Le lang  Setd i t j e n  PLS.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P- 8 : Kar tu  Dispos i s i  Mendiknas  

No. /Tg l .Agenda  :  159/RHS/MENT/08.  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy ) .  - - - - - - - -

9. Bukt i  P- 9 : Sura t  Inspek to ra t  Jendera l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  kepada  Menter i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendid i kan  Nomor  :  R.187/B /WS.2008 ,  

tangga l  22  Pebruar i  2008,  Per iha l  

Laporan  Hasi l  Rekons i l i a s i  Pemer iksaan  

Khusus  di  l i ngkungan  Di t j en  PLS/PNFI  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l .  

(Fo tocopy  dar i  fo tocopy ) . - - - - - - - -

10. Bukt i  P- 10 : Sura t  Kete tapan  

No.Po l . :  S.Tap/06 .6 / I I I / 2 004 /P i dko r  

dan  WCC,  tangga l  31  Maret  2004,  

ten tang  Peng- hent i an  Peny id i kan  atas  

nama I rwan  Zaera ,  SE.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan 

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P- 11 : Sura t  Penggugat  se laku  

Pejaba t  Pembuat  Komi tmen,  Kepala  

Bagian  Keuangan   kepada  Sekre ta r i s  

Inspek to ra t  Jendera l  Depdiknas  Selaku  

Penanggung jawab  Tim,  Riksus  Nomor  :  

67/E /KU/2008 ,  tangga l  7  Apr i l  2008.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

12. Bukt i  P- 12 : Sura t  Penggugat  se laku  

Pejaba t  Pembuat  Komi tmen,  Kepala  

Bagian  Keuangan   kepada  Menter i  

Pendid i kan  Nasiona l  Nomor  :  

/E /KU/2008 ,  tangga l  21  Apr i l  2008.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P- 13 : Sura t  dar i  Sekre ta r i s  

Jendera l  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l ,  Kepala  Bi ro  Kepegawaian  

Sekre ta r i a t  Jendera l   kepada  Sdr .  

Halaman 39 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I rwan              Zaera ,  SE.  MM 

(Penggugat )  Nomor  :  276891/  

A4.6 /KP/2008 ,  tangga l  19  Mei  2008,  Hal  

:  Permohonan  Per l i ndungan  Hukum  dan  

Keadi l an .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P- 14 : Sura t  dar i  Di rek tu r  

Utama  PT.  Nyata  Graf i ka  Media  

Surakar t a  kepada  Bp.  I rwan  Zaera ,  SE,  

MM se laku  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  

Tahun  2007,  Nomor  :  015/Ny t -

Mkt / I I / 2 008 ,  tangga l  14  Pebruar i  2008,  

Hal  :  Penyampaian  Klar i f i k a s i .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P- 15 : Sura t  dar i  Di rek tu r  PT.  

Sandipa la  Ar thapu t ra  kepada  Kepala  

Bagian  Keuangan  se laku  Pejaba t  Pembuat  

Komi tmen  (Bp.  I rwan  Zaera ,  SE,  MM),  

Nomor  :  SAP-0175/ I I - 08,  tangga l  29 

Pebruar i  2008,  Hal  :  Kla r i f i k a s i  

Temuan  Sementara .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan 

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P- 16 : Sura t  dar i  Penggugat  

se laku  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  kepada  

Ketua  Pani t i a  Pengadaan  Barang /Jasa  

Di t j en  PLS,  Nomor  :  39/E1.2 /  KU/2007,  

te r t angga l  23  Maret  2007,  Hal  :  Tugas  

dan  Fungs i  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen.  

(Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P- 17 : Sura t  dar i  Penggugat  

se laku  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  kepada  

Saudara  Ong Siok  Nio ,  Di rek tu r  Utama 

PT.  Stacopa  Raya,  Nomor  :  075/E1 .2 /  

KU/2008,  te r t angga l  11  Pebruar i  2008,  

Hal  :  Kla r i f i k a s i  Temuan  Sementara  

I t j e n  Depdiknas .  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

18. Bukt i  P- 18 : Sura t  dar i  Penggugat  

se laku  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  kepada  

Saudara  Guant i  Hard jakoesoema,  

Di rek tu r  Utama  PT.  Sandipa la  

Ar thapu t r a ,  Nomor  :  076/E1 .2 /KU/2008 ,  

te r t angga l  11  Pebruar i  2008,  Hal  :  

Kla r i f i k a s i  Temuan  Sementara  I t j e n  

Depdiknas .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  P- 19 : Sura t  dar i  Penggugat  

se laku  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  kepada  

Saudara  I r .  H.  Misbahu l  Huda,  Di rek tu r  

Utama  PT.  Nyata  Graf i ka  Media  

Surakar t a ,  Nomor  :  077/E1.2 /KU/2008 ,  

te r t angga l  11  Pebruar i  2008,  Hal  :  

Kla r i f i k a s i  Temuan  Sementara  I t j e n  

Depdiknas .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  P- 20 : Sura t  dar i  Penggugat  

kepada  Bapak  Waki l  Pres iden  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  Nota  Dinas ,  

te r t angga l  5 Mei  2008,  Per iha l  :  Mohon 

Per l i ndungan  Hukum  dan  Menegakkan  

Halaman 41 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keadi l an .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  sangka lannya ,  

Pihak  Tergugat  te lah  mengajukan   bukt i   berupa  

fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  

kecua l i  sura t  bukt i  yang  t i dak  ada  as l i nya ,  ser ta  

te lah  dibe r i  tanda  T- 1  s/d  T- 13,  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T- 1 : Sura t  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  R. I .   Nomor  :  

13018/A4 .6 /KP/2008  tangga l  17  Maret  

2008  ten tang  Penja tuhan  Hukuman 

Dis ip l i n  berupa  Pembebasan  Dar i  

Jabatan  atas  nama  I rwan      Zaera ,  

SE,  MM (Penggugat ) .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  as l i ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T- 2 : Sura t  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  R. I .  Nomor  :  

13881/A2 .3 /KP/2006  tangga l  7  Apr i l  

2006  ten tang  Pengangkatan  I rwan  Zaera ,  

SE,  MM, sebaga i  Kepala  Bagian  Keuangan  

pada  Setd i t j e n  Pendid i kan  Luar  

Seko lah ,  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i - lampi ran  fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T- 3 : Sura t  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  R. I .  Nomor  :  708/A .A3 /KU/2007  

tangga l  2  Januar i  2007  ten tang  

Pengangkatan  Pejaba t  Perbendaharaan /  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelo la  Keuangan  Pada  Di rek to ra t  

Jendera l    Pendid i kan    Luar   Sekolah  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T- 4 A: Sura t  Tugas  Nomor  :  

132/R/ I t j e n / I X / 2007  tangga l  3 

September  2007.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i ) . - - - - -

6. Bukt i  T- 4 B: Sura t  Tugas  Nomor  :  

139/R/ I t j e n / I X / 2007  tangga l  14 

September  2007.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i ) . - - - - -

7. Bukt i  T- 4 C: Sura t  Tugas  Nomor  :  

150a/R/ I t j e n / I X / 2007  tangga l  5  Oktober  

2007.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T- 4 D: Sura t  Tugas  Nomor  :  

154/R/ I t j e n / I X / 2007  tangga l  23  Oktober  

2007.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T- 4 E: Sura t  Tugas  Nomor  :  

157/R/ I t j e n / I X / 2007  tangga l  6  Nopember  

2007.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T- 5 : Sura t  Keputusan  Menter i  Megara  

Pendayagunaan  Apara tu r  Negara  Nomor  :  

19/1996 ,  tangga l  9  Apr i l  2002  ten tang  

Jabatan  Fungs iona l  Audi to r  dan  Angka  

Kred i t nya .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  T- 6 A: Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Terhadap  Har i  Purwanto ,  

Halaman 43 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  Pembantu  

Pimpinan  pada  Subbag  Per lengkapan  

Bagian  Umum  pada  Sekre ta r i a t  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Nonfo rmal  dan  In fo rma l .  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - -

11. Bukt i  T- 6 B : Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Terhadap  I r .  Novarman,  

Jabatan  Kasubbag  Per lengkapan  pada  

Bagian  Umum  pada  Sekre ta r i a t  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  

Nonfo rmal  dan  In fo rma l .  (Fotocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  T- 7 A: Sura t  Pernya taan  Benny  

Benyamin  L,  Jabatan  Kepala  Seks i  

Program  pada  Bala i  Pengembangan  

Pendid i kan  Nonfo rmal  dan  In fo rma l  

Regiona l  I I  Jawa  Bara t  (dahu lu  Bala i  

Pengembangan  Pendid i kan  Luar  Seko lah  

dan  Pemuda  Regiona l  I I  Jawa  Bara t ) .  

(Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

13. Bukt i  T- 7 B: Sura t  Pernya taan  

Haryan to ,  Jabatan  Pelaksana  pada  

Subbag  Tata  Usaha  Di rek to ra t  Pembinaan  

Kursus  dan  Kelembagaan  Di rek to ra t  

Jendera l  Jendera l  Pendid i kan  Nonformal  

dan  In fo rma l  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  T- 8 : Sura t  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasiona l  R. I .  Nomor  :  

73365/A2 . I . 5 /KP /2001 ,  tangga l  19  Ju l i  

2001  ten tang  Pembebasan  Jabatan  Atas  

Nama I rwan  Zaera ,  SE.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  T- 9 : Sura t  dar i  Inspek tu r  Jendera l  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  kepada  

Menter i  Pendid i kan  Nasiona l  Nomor  :  

R.17/B /WS.2008 ,  tangga l  4  Januar i  

2008,  Per iha l  Laporan  Hasi l  

Pemer iksaan  Khusus  di  l i ngkungan  

Di t j en  Pendid i kan  Luar  Seko lah /D i t j e n  

Pendid i kan  Nonfo rmal  dan  In fo rma l  

Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  T- 10 A : Kar tu  Dispos i s i  

No. /Tg l .Agenda  :  R.187/B /  WS.2008,  22-

2- 2008,  Per iha l  Laporan  Hasi l  

Rekons i l i a s i  Pemer iksaan  Khusus  di  

l i ngkungan  Di t j en  PLS/PNFI  Depdiknas .  

(Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  T- 10 B : Sura t  dar i  

Inspek tu r  Jendera l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  Nomor  :  R.187/B /  

WS.2008,  tangga l  22  Pebruar i  2008,  

Per iha l  Laporan  Hasi l  Rekons i l i a s i  

Pemer iksaan  Khusus  di  l i ngkungan  

Di t j en  PLS/PNFI  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l ) .  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Halaman 45 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukt i  T- 11 : Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  atas  nama  I rwan  

Zaera ,  S.E. ,  MM,  NIP  :  131759100,  

Pangkat  :  Pembina  Tk.  I  (Go l . IV / b ) ,  

Jabatan  :  Kepala  Bagian  Keuangan  pada  

Setd i t j e n  PLS.  (Fo tocopy  dar i  

fo tocopy ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  T- 12 : Sura t  Per in t ah  Membayar  

Nomor  :  10841/PLS/  A3.2 /X I I / 2 007 ,  

tangga l  11- 12- 2007,  kepada  

PT.   Suburmi t r a   Graf i s t ama,    ya i t u  

Pembayaran  Tahap  I  &  I I  Peker j aan  

Pencetakan  dan  Pengi r iman  Maja lah  

Warta  Plus  Tahun  2007  pada  Sekre ta r i a t  

Di t j en  PLS  da lam  rangka  Penerb i t an  

Maja lah  dan  Jurna l  sesua i  Kont rak  

No.295/LK/KPBJ/Sekr t / 2 007  Tgl .10  Ju l i  

2007  BASTP Tahap  I  &  I I .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

20. Bukt i  T- 13 : Dokumen  Admin is t r a s i  

ten tang  Penawaran  Peker j aan  Pencetakan  

dan  Pengi r iman  Maja lah  Warta  Plus  

Tahun  2007  untuk  Sekre ta r i a t  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah  Tahun  Anggaran  2007  dar i  PT.  

Tiga  Serangka i  Pustaka  Mandi r i .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  se la i n  mengajukan  bukt i  te r t u l i s ,  Pihak  

Penggugat  dan  Pihak  Tergugat  te l ah  mengajukan  saks i  

masing- masing  sebanyak  2 (dua)  orang ,  sebaga i  ber i ku t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

SAKSI- SAKSI PENGGUGAT :

1. Dr.  ACE SURYADI,  tempat  tangga l  lah i r  Sumedang,  25 

Ju l i  1961,  Jen is  Kelamin  :  Lak i - lak i ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Agama Is l am,  Peker jaan  

Pegawai  Neger i  Sip i l / Dosen  di  Unive rs i t a s  

Pendid i kan  Bandung,  bera lamat  d i  Buki t  Pamulang  

Indah  No.  A- 3/6 ,  RT.002/004 ,  Pamulang  Timur ,  

Pamulang,  Tangerang ,  sebaga i  

Saks i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. I r .  DJAYA PUTRA SAPARUDIN,  tempat  tangga l  lah i r  

Padang,  16  Nopember  1954,  Jen is  Kelamin  :  Lak i -

lak i ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Agama  Is l am,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia ,  bera lamat  

di  Taman Buana  Persada  Kav.3 ,  Jat i  Kramat ,  Jat i  

Mekar ,  Bekas i ,  sebaga i  

Saks i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAKSI- SAKSI TERGUGAT :

1. SUTRISNO,  BSc. ,  tempat  tangga l  lah i r  Magetan ,  3 

Oktober  1953,  Jen is  Kelamin  :  Lak i - lak i ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Agama Is l am,  Peker jaan  

Pegawai  Neger i  Sip i l / Aud i t u r  Ahl i  Madya  di  

Inpek to ra t  Jendera l  Depar temen Pendid i kan  Nasiona l  

R. I . ,  bera lamat  d i  J l .  Gongseng,  No.67 ,  RT.006,  

RW.007, ,  Kelu rahan  Ci jan tung ,  Kecamatan  Pasar  

Rebo,  Jakar t a  Timur ,  sebaga i  Saks i ; - - -

2. SUNARTO,  S.E. ,  tempat  tangga l  lah i r  :  Ngawi ,  22 

Nopember  1955,  Jen is  Kelamin  :  Lak i - lak i ,  

Halaman 47 dar i  63 halaman Putusan  No.61 /G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Agama Is l am,  Peker jaan  

Pegawai  Neger i  Sip i l / Aud i t u r  Ahl i  Madya  di  

Inpek to ra t  Jendera l  Depar temen Pendid i kan  Nasiona l  

R. I . ,  bera lamat  d i  J l .  Damai  Raya  No.18 ,  RT.002,  

RW.002,  Kelu rahan  Kunc i ran ,  Kecamatan  Pinang ,  

Tangerang ,  sebaga i  Saks i ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  saks i - saks i  bersumpah  

menuru t  agamanya,  dan  mereka  bersumpah  akan  

member ikan  kete rangan  yang  benar  dan   t i dak   la i n  

dar ipada   yang   sebenarnya ,  te lah  member ikan  

kete rangan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

SAKSI- SAKSI PENGGUGAT :

1. Dr.  ACE 

SURYADI. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  mengetahu i  adanya  permasa lahan  yang  

dia l am i  Penggugat  karena  dibe r i  tahu  oleh  

Penggugat  ka lau  Penggugat  menggugat  Tergugat  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  karena  

dibe rhen t i k an  dar i  jaba tannya  sebaga i  Kepala  

Bagian  Keuangan  d i  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l  R. I . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  pada  waktu  i t u  sebaga i  atasan  

Penggugat  ya i t u  Di rek tu r  Jendera l  Pendid i kan  

Nonfo rmal  dan  In fo rma l  Depar temen  Pendid i kan  

Nasiona l  

R. I . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  menjaba t  sebaga i  Di rek tu r  Jendera l  

Pendid i kan  Nonfo rmal  dan  In fo rma l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l  R. I .  se jak  19  Mei  2005  
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sampai  14  Mei  

2008. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  t i dak  mengetahu i  adanya  proses  

pemberhent i an  Penggugat  dar i  jaba tannya ,  karena  

Saks i  t i dak  mendapat  laporan  

resmi . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pada  awalnya  Saks i  t i dak  mendapat  laporan  

ten tang  pemer iksaan  Penggugat  oleh  Tergugat  dan  

pada  akh i rnya  baru  dibe r i  tahu  bahwa  te l ah  ada  

pemer iksaan  te rhadap  Penggugat . - - - -

- Bahwa Saks i  mela lu i  Sekre ta r i s  Di rek tu r  Jendera l  

pernah  melakukan  pemer iksaan  te rhadap  Penggugat ,  

namun  has i l  akh i rnya  t i dak  ada  laporan  kepada  

Saks i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  t i dak  pernah  memer iksa  Penggugat  

secara  langsung  dan  t i dak  pernah  menja tuhkan  

hukuman  te rhadap  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  t i dak  tahu  pers i s  apa  kesa lahan  dar i  

Penggugat . - - - - -

- Bahwa  prosedur  pemer iksaan  kepada  Penggugat  

ada lah  t i dak  sesua i  dengan  atu ran  yang  ber laku ,  

seharusnya  has i l  pemer i ksaan  di l apo rkan  kepada  

Saks i  dan  Saks i  akan  melakukan  pemer iksaan  lag i  

kemudian  nant i  Saks i  yang  melapor  kepada  

Tergugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa yang  mengangkat  Penggugat  sebaga i  Pejaba t  

Pembuat  Komi tmen  ada lah  atasan  langsung  dar i  

Penggugat  ya i t u  Sekre ta r i s  Jendera l  dan  

mengusu lkan  kepada  Saks i  dan  Saks i  meneruskan  
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kepada  

Tergugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Bahwa Saks i  t i dak  pernah  mel iha t  proses  usu lan ,  

hanya  mel iha t  para f  Sekre ta r i s  Jendera l  

sa ja . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Bahwa  Pejaba t  Pembuat  Komi tmen  di j aba t  da lam 

kurun  waktu  1  tahun  seka l i ,  dan  dapat  d i j aba t  

o leh  s iapa  sa ja . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa te rka i t  dengan  obyek  sengketa  dan  se lama 

Saks i  menjaba t  sebaga i  Di rek tu r  Jendera l  

Penggugat  pernah  mengajukan  kebera tan  secara  

te r t u l i s  kepada  Pres iden  dan  Waki l  Pres iden  dan  

pernah  juga  mengajukan  kebera tan  kepada  Tergugat  

dan  t i dak  ada 

tanggapan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

2. I r .  DJAYA  PUTRA 

SAPARUDIN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa jaba tan  Saks i  ada lah  Kepala  Bagian  Umum di  

Di rek to ra t  Jendera l  Pendid i kan  Nonfo rmal  dan  

In fo rma l  Depar temen  Pendid i kan  Nasiona l  R. I . ,  

dan  melaksanakan  tugas  se jak  Jun i  2006  sampai  

sekarang . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  hubungan  Saks i  dengan  Penggugat  adalah  

karena  Saks i  d iangka t  sebaga i  Ketua  Pani t i a  

Pele langan  Pengadaan  Barang  da  Jasa  Tahun  

Anggaran  2007  di  Di t j en  

PLS/PNFI . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Bahwa  dalam  h ie ra r k i  jaba tan  st ruk tu ra l  Saks i  

(Kepa la  Bagian  Umum)  seta ra  dengan  jaba tan  

st ru tu r a l  Penggugat  (Kepa la  Bagian  

Keuangan) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  semua  proses  pe le l angan  pengadaan  barang  

dan  jasa  te rsebu t  te l ah  d i l aksanakan  sesua i  

dengan  keten tuan  yang  ber laku ,  mula i  pengumuman 

sampai  pe laksanaan  dan  dan  t i dak  ada 

masalah . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  te l ah  dimin ta  untuk  membuat  sura t  

pernya taan  sesua i  yang  ada  dalam  Fakta  

In teg r i t a s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa t i dak  ada  sura t - sura t  la i n  kecua l i  Fakta  

In teg r i t a s  sa ja . - - - - - -

- Bahwa  Saks i  pernah  d ipe r i k sa  sehubungan  dengan  

Riksus ,  t i dak  ada  ka i t annya  dengan  pemer iksaan  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ada  2  perusahaan  yang  memenuhi  syara t  

pe le l angan ,  dan  sete lah  dieva luas i  te rnya ta  

hanya  ada  1  penawaran  yang  leb ih  rendah,  d ia l ah  

yang  

menang. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Bahwa  Penggugat  dipe r i k sa  oleh  I r j en  pada  

tangga l  13  September  2007,  pada  saat  masih  

proses  pele l angan  dan  sete lah  i t u  Saks i  t i dak  

tahu  

lag i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- Bahwa menuru t  Saks i  proses  pele l angan  t i dak  ada  

masalah  dan  Saks i  t i dak  tahu  mengapa  Penggugat  
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dibebaskan  dar i  jaba tannya  sebaga i  Kepala  Bagian  

Keuangan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Bahwa  yang  dipe r i k sa  oleh  I r j en  sehubungan  

dengan  pe le l angan  te rsebu t  ada  22 orang  te rmasuk  

Saks i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa sanks i  yang  di j a t uhkan  te rhadap  22  orang  

te rsebu t  bervar i as i ,  mula i  dar i  hukuman dis i p l i n  

bera t  sampai  hukuman dis i p l i n  r i ngan .  Dan saks i  

yang  di j a t uh i  hukuman  bera t  ya i t u  dibe rhen t i k an  

dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l . - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  sedang  mengajukan  kebera tan  ke  

BAPEK,  dan  belum ada  has i l n ya ,  karena  baru  akan  

s idang  bulan  Desember . - - -

- Bahwa Saks i  juga  sempat  d iper i k sa  o leh  I r j en  dan  

ada  ber i t a  acara  

pemer iksaannya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  t i dak  pernah  diper i k sa  oleh  Di rek tu r  

Jendera l  Pendid i kan  Luar  Seko lah /Pend id i kan  

Nonfo rmal  dan In fo rma l . - - - - - -

- Bahwa  Saks i  juga  t i dak  pernah  dipe r i k sa  o leh  

ins tans i  la i n  misa lkan  

BPK.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAKSI- SAKSI TERGUGAT :

1. SUTRISNO,  Bsc.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  menjaba t  sebaga i  Audi to r  se jak  tahun  

1992,  sampai  
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sekarang . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  tugas  Saks i  sebaga i  Audi to r  ada lah  

melakukan  pengawasan  dib i dang  pelaksanaan  

pend id i kan ,  d isega la  aspek  penye lengaraan  

pend id i kan  di  se lu ruh  

Indones ia . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Saks i  beker j a  melakukan  pemer iksaan  

berdasarkan  sura t  tugas  yang  dibe r i k an  

kepadanya . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Bahwa set i ap  ada  permasa lahan  maka  dibe r i kan  1 

sura t  tugas . - - - -

- Bahwa di tempat  Saks i  aud i t o r  yang  ada  sebanyak  

670  orang  dan  dapat  melakukan  tugas  ke  se lu ruh  

Indones ia . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  dasar  Saks i  melaksanakan  pemer iksaan  

kepada  Penggugat  karena  adanya  in f o rmas i  dar i  

masyaraka t  dan  adanya  laporan  dar i  Pani t i a  Ker ja  

DPR 

RI . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  dasar  yang  digunakan  Saks i  melakukan  

pemer iksaan  te rhadap  Penggugat  karena  adanya  

pengaduan  masyaraka t  mela lu i  atasan  Penggugat  

ya i t u  Di rek tu r  Jendera l  Pendid i kan  Luar  

Seko lah /Pend id i kan  Nonfo rmal  dan  In fo rma l  

(D i r j e n  PLS/PNFI )  yang  te rka i t  dengan  Pejaba t  

Pembuat  Komi tmen  (PPK)  yang  pada  saat  i t u  

di j aba t  o leh  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  memer iksa  Penggugat  pada  saat  adanya  

pele l angan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  

l i ngkungan  Di r j en  PLS/PNFI  Tahun  Anggaran  2006-
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2007. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pengadaan  barang  dan  jasa  pada  tahun  2006  

harganya  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan ,  dan  pada  

tahun  2007  d iaku i  te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  

yang  ber l aku ,  tap i  te rnya ta  sete lah  Saks i  

melakukan  pemer iksaan ,  d ipe ro leh  hal - ha l  yang  

t i dak  sesua i  dengan  keten tuan .  Misa lnya  

pengadaan  maja lah  Warta  Plus  te rdapa t  

ke jangga lan - ke jangga lan  yang  t i dak  sesua i  dengan  

keten tuan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  dalam  pemer iksaan  awal  (konsep  eva luas i  

yang  belum  di tanda tangan i  o leh  pan i t i a  

pe le l angan)  te rdapa t  beberapa  i t em  yang  

dipe r i k sa ,  tap i  te rnya ta  hal  i t u  t i dak  sesua i ,  

misa lnya  dida lam  ko lom  syara t  KTP bag i  peser ta  

le l ang  dicon t r eng  (ada)  ar t i n ya  lengkap ,  tap i  

te rnya ta  dihas i l  akh i r  d ibe r i  kes impu lan  t i dak  

te rpenuh i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  dalam  pemer iksaan  se lan ju t nya  te rhadap  

eva luas i  pe le l angan  yang  te lah  d i t anda tangan i  

o leh  semua  pani t i a  pe le l angan  dinya takan  bahwa 

PT.  Suburmi t r a  Graf i s t ama  sebaga i  pemenang,  

padaha l  dar i  kansep  eva luas i  yang  menang  (yang  

memenuhi  persya ra tan )  ada lah  PT.  Tiga  Serangka i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  yang  melakukan  penawaran  te rendah  adalah  

diaku i  sebaga i  pemenang,  dan  seharusnya  PT.  Tiga  

Serangka i ,  te rnya ta  PT.  Tiga  Serangka i  pada  

eva luas i  te rakh i r  malah  dinya takan  t i dak  

memenuhi  persya ra tan .  Sedangkan  PT.  Suburmi t r a  

Graf i s t ama  yang  di te t apkan  sebaga i  pemenang  

te rnya ta  masih  ada  kesa lahan .  Jad i  t i dak  
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s ingk ron  dengan kenya taan  yang  ada. - - - - - - - -

- Bahwa Penggugat  sebaga i  Kepala  Bagian  Keuangan,  

maka  apab i l a  te l ah  diber i  jaba tan  fungs iona l  

sebaga i  PPK,  maka  dianggap  mampu  untuk  

menja lankan  tugas  sebaga i  PPK.- - - - - - - - - - -

- Bahwa  Penggugat  sebaga i  PPK t i dak  iku t  campur  

tangan  dengan  masalah  pele l angan ,  te tap i  i ku t  

mengkoreks i  dan  i t u  merupakan  tanggung  jawab  

PPK.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  obyek  sengke ta  yang  di te rb i t k an  Tergugat  

t i dak  ada  hubungannya  dengan  Warta  Plus ,  tap i  

ada  hubungannya  dengan  pengadaan  barang  dan  

jasa . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

2. SUNARTO, S.E.

- Bahwa  Penggugat  sebaga i  PPK t i dak  ber tanggung  

jawab  mengenai  pencetakan  dan  pengadaan  i j a sah  

yang  di l aksanakan  oleh  PT.  Stacopa  Raya  dan  PT 

Sandipa la  Ar thapu t ra ,  te tap i  Saks i  t i dak  percaya  

beg i t u  sa ja  atas  kete rangan  yang  dida lam  

kont rak ,  karena  dalam  pemer iksaan  sebe lumnya  

te lah  te r j ad i  banyak  kesa lahan ,  yang  seharusnya  

menang  ada lah  PT.  Tiga  Serangka i  bukannya  PT.  

Suburmi t r a  

Graf i s t ama. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Saks i  t i dak  iku t  memanggi l  rekanan ,  tap i  

dapat  in fo rmas i ,  dar i  PPK  yang  menyangkut  

harga . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pengecekan  harga  te lah  di l akukan  o leh  

Pusgra f i n  te tap i  o leh  t im  yang  

berbeda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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bahwa  Pihak  Penggugat  te lah  mengajukan  

Kesimpulannya  pada  pers i dangan   tangga l   25 September  

2008,  sedangkan  Pihak  Tergugat  te lah  menyerahkan  

Kesimpulannya  mela lu i  sura t  pada  tangga l  25 September  

2008  dan untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  maka 

Kesimpulan  Penggugat  dan  Tergugat  te rsebu t  t i dak  

dican tumkan  dalam putusan  akan  te tap i  te r l amp i r  da lam 

Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam  perkara   in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d ipe rs i dangan  

menunjuk  pada  ber i t a  acara  pers i dangan  d i  da lam 

perkara  in i  dan  merupakan  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan  ura ian  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa   akh i rnya  Kedua  Belah  Pihak  menyatakan  

bahwa mereka  t i dak  akan    mengajukan    apa- apa   lag i  

da lam   perkara   in i ,   dan  se lan ju t nya  mohon 

putusan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  dar i  gugatan  

Penggugat  adalah   sebagamana  te rsebu t  d i  

atas . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  jawaban  secara  

te r t u l i s  pada  pers i dangan  tangga l  11  Agustus  2008,  

yang  mana  dalam  jawaban  te rsebu t  te rmuat  pu la  

mengenai  

ekseps i . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  ekseps i  yang  dia jukan  o leh  

Tergugat  adalah  ten tang  kewenangan  abso lu t  

Pengad i l an . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  mendal i l k an  bahwa 

obyek  gugatan  aquo  ada lah  ten tang  penja tuhan  hukuman 

dis i p l i n  berupa  pembebasan  dar i  jaba tan  kepada  

Penggugat ,  sebaga imana  d ia tu r  da lam Pasa l  6  ayat  (4 )  

huru f  b  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  

ten tang  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l .  Dimana  dalam 

keten tuan  Pasal  15  ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  30  Tahun  1980,  d isebu tkan  bahwa Pegawai  Neger i  

Sip i l  yang  di j a t uh i  sa lah  satu  jen i s  hukuman dis i p l i n  

sebaga imana   dimaksud  dalam Pasa l  6 ayat  (3 )  dan ayat  

(4 )  dapat  mengajukan  kebera tan  kepada  Atasan  Pejaba t  

Yang berwenang  menghukum.  Dengan demik ian  oleh  karena  

pen ja tuhan  hukuman  dis i p l i n  kepada  Penggugat  ada lah  

pembebasan  dar i  jaba tan  yang  dia tu r  da lam  Pasa l  6 

ayat  (4 )  huru f  b  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  

1980,  maka permasa lahan  yang  dihadap i  o leh  Penggugat  

harus  te r l eb i h  dahu lu  menempuh  upaya  band ing  

admin is t r a s i ,  dan  sampai  saat  in i  Penggugat  be lum 

mengajukan  upaya  band ing ,  maka  berdasarkan  keten tuan  

Pasa l  48 ayat  (1 )  dan (2 )  Undang- Undang Nomor  9 Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara   t i dak  berwenang  untuk  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan   sengke ta  Tata  

Usaha  Negara  yang  dia jukan  oleh  

Penggugat . - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  ekseps i  Tergugat  te r sebu t ,  

Penggugat  te l ah  menanggap inya  dalam Repl i k  te r t angga l  

19  Agustus  2008,  yang  menyatakan  bahwa obyek  gugatan  

yang  berupa  pen ja tuhan  hukuman  d is i p l i n  berupa  

pembebasan  dar i  jaba tan  kepada  Penggugat  yang  dia tu r  
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dalam  Pasa l  6  ayat  (4 )  huru f  b  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  30  Tahun  1980,  t i dak  dapat  d ia jukan  kebera tan  

sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  17  ayat  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  dan  Sura t  Edaran  

Kepala  Badan  Admin is t r a s i  Kepegawaian  Negara  Nomor  

23/SE/1980  tangga l  30  Oktober  

1980. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  gugatan  

dalam perkara  in i  adalah  Keputusan  Menter i  Pendid i kan  

Nasiona l  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

13018/A4 .6 /KP/2008  tangga l  17  Maret  2008  ten tang  

pen ja tuhan  hukuman  dis i p l i n  berupa  pembebasan  dar i  

jaba tan  Kepala  Bagian  Keuangan  Sekre ta r i a t  Di rek to ra t  

Jendera l  Pendid i kan  Nonformal  dan  In fo rma l  Depar temen  

Pendid i kan  Nasiona l ,  atas  nama I rwan  Zaera ,  SE. ,  MM. 

(v i de  bukt i  P- 1  =  T-

1) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  obyek  gugatan  aquo  merupakan  

keputusan  ten tang  pen ja tuhan  hukuman  dis i p l i n  yang  

berupa  pembebasan  dar i  jaba tan ,  maka  menuru t  

keten tuan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  

ten tang  Pera tu ran  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  

merupakan  jen i s  hukuman  dis i p l i n  sebaga imana  d ia tu r  

da lam Pasa l  6 ayat  (4 )  huru f   b  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  30  Tahun  1980.  Dan penja tuhan  hukuman dis i p l i n  

aquo  dike lua rkan  karena  Penggugat  dianggap  te lah  

melakukan  perbua tan  yang  melanggar  keten tuan  Pasal  2 

huru f  g,  h,  j ,  x  dan  Pasal  3 ayat  (1 )  huru f  a  dan  b 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  

1980. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   dida lam  Pasal  15  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  disebu tkan  
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bahwa  :  “Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  d i j a t uh i  sa lah  

satu  jen i s  hukuman  dis i p l i n  sebaga imana  d imaksud  

dalam Pasa l  6 ayat  (3 )  dan ayat  (4 ) ,  dapat  mengajukan  

kebera tan  kepada  atasan  pe jaba t  yang  berwenang  

menghukum dalam  jangka  waktu  14  (empat  be las  har i )  

te rh i t u ng  mula i  tangga l  ia  mener ima  keputusan  hukuman 

dis i p l i n  

te rsebu t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  dida lam  Pasal  35  

ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  

ten tang  Pokok- Pokok  Kepegawaian ,  d isebu tkan  bahwa 

“Sengke ta  kepegawaian  sebaga i  ak iba t  pe langgaran  

te rhadap  pera tu ran  d is i p l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  

d ise lesa i kan  mela lu i  upaya  band ing  admin is t r a t i f  

kepada  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian  

(BAPEK)” . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  obyek  gugatan  aquo  merupakan  

pen ja tuhan  hukuman  dis i p l i n  berupa  Pembebasan  dar i  

Jabatan  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  6  ayat  (4 )  

huru f  b  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980,  

karena  Penggugat  dianggap  melakukan  perbua tan  yang  

melanggar  keten tuan  Pasa l  2  huru f  g,  h,  j ,  x  dan  

Pasa l  3  ayat  (1 )  huru f  a  dan  b  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  30  Tahun  1980,   maka  dapat  d is impu l kan  bahwa 

pen ja tuhan  hukuman dis i p l i n  kepada  Penggugat  te r sebu t  

sebaga i  ak iba t  adanya  pelanggaran  te rhadap  pera tu ran  

dis i p l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  sebaga imana  dia tu r  

da lam Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980,  o leh  

karena  i t u  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  dengan  

berpedoman pada  keten tuan  Pasa l  15 ayat  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  dan  Pasal  35  ayat  (2 )  

Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999  te rsebu t  d ia tas ,  
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maka  apab i l a  Penggugat  kebera tan  dengan  

dike lua r kannya  keputusan  obyek  gugatan  aquo,  

Penggugat  dapat  mengajukan  kebera tan  kepada  atasan  

Tergugat  ya i t u  Pres iden  RI ,  dan  apab i l a  masih  

kebera tan  te rhadap  Keputusan  Pres iden  RI  te rsebu t ,  

maka  Penggugat  dapat  mengajukan  upaya  band ing  

admin is t r a t i f  kepada  Badan  Per t imbangan  Kepegawaian .  

Dengan  demik ian  berdasarkan  keten tuan  Pasal  15  ayat  

(2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1980  dan  

Pasa l  35  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  1999,  

Penggugat  harus  mengajukan  kebera tan  dan  upaya  

band ing  admin is t r a t i f  kepada  BAPEK dan  apabi l a  masih  

kebera tan  te rhadap  Putusan  BAPEK,  maka  Penggugat  

dapat  mengajukan  banding  admin is t r a t i f  ke  Pengadi l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  sesua i  dengan  

keten tuan  dalam Pasa l  48  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  te l ah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004. - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ura ian  per t imbangan  

hukum te rsebu t  d ia tas ,  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  t i dak  berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kan  perkara  aquo,  akan  te tap i  merupakan  

kewenangan  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  sete lah  Penggugat  menempuh  upaya  kebera tan .  

Dengan  Demik ian  perkara  aquo  merupakan  kewenangan  

re la t i f  dar i  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta ,  bukan  merupakan  kewenangan  abso lu t  

pengad i l an  sebaga imana  da l i l  ekseps i  Tergugat ,  

meskipun  dalam  perkara  aquo  Maje l i s  Hakim  te tap  

mempert imbangkan  mengenai  kewenangan  

mengadi l i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pengad i l an  Tata  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara  Jakar t a  d inya takan  t i dak  berwenang  untuk  

memer iksa  dan  memutus  perkara  aquo,  maka  mengena i  

pokok  sengketanya  t i dak  dipe r i k sa  dan  

dipe r t imbangkan ,  dan  oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  Onvanke l i j k e  

verk l aa rd ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ,  maka  permohonan  

Penggugat  agar  Pengadi l an  in  casu  Maje l i s  Hakim 

menunda  pe laksanaan  leb ih  lan ju t  keputusan  obyek  

gugatan  se lama  pemer iksaan  ber langsung  sampai  dengan  

adanya  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum te tap ,  

t i dak  re levan  lag i  untuk  

dipe r t imbangkan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ,  maka  biaya  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i  d ibebankan  kepada  Penggugat  

yang  besarnya  sebaga imana  te rsebu t  da lam amar  putusan  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  da lam  Undang- Undang 

Nomor  5  tahun  1986  jo  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004,  khususnya  Pasa l  77,  dan  pera tuan  perundang-

undangan  la i nnya  berka i t an  dengan  perkara  

in i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M  E  N  G  A  D  I   L  I     :

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

(N ie t  Ontvank l i j k e  

verk l aa rd ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.   Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  
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biaya  perkara  in i  sebesar    Rp189.000 , -  (se ra tus  

delapan  puluh  sembi lan  r ibu  

rup iah ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Demik ian lah  d ipu tuskan  da lam  rapa t  

permusyawara tan         Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  pada  har i  KAMIS,  tangga l  25 

SEPTEMBER  2008  o leh  kami  LULIK  TRI  CAHYANINGRUM, 

S.H. ,  M.H.  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  MUSTAMAR, 

S.H. ,  M.H.  dan  WENCESLAUS,  S.H. ,  masing- masing  

sebaga i  Hakim  Anggota .  Putusan  mana dibacakan  dalam 

s idang  te rbuka  untuk  umum  pada   har i   i t u   juga  

oleh   Maje l i s   Hakim   te rsebu t ,  dengan  diban tu  oleh  

DIAH KUMALA DEWI,  S.H. ,  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  ser ta  dihad i r i  

o leh  Kuasa  Penggugat ,  tanpa  d ihad i r i  o leh  Tergugat  

maupun Kuasanya. - - - - - - - - - - - - - - - -

   
HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

                                         LULIK 
T.  CAHYANINGRUM, S.H. ,  M.H.
MUSTAMAR, S.H. ,  M.H.

WENCESLAUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIAH KUMALA DEWI,  S.H.
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Rincian  Biaya  Perkara  :

1. Panggi l an /Kepan i t e r aan  ………….. Rp.  180.000 , -
2. Redaks i  ……………………………… Rp.   3.000 , -
3. Metera i  ………………………………. Rp. 6.000 , -
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   +
J u m l  a h                                     Rp.  
189.000 , -

(Sera tus  delapan  puluh  sembi lan  r i bu  rup iah )  
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